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                         
                        
Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 
kamu membunuh dirimu
287
; Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.(QS. An-nisa: 29) 
[
287
Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, 




 ُدِّيَس ِراَفإغِت إسِإلْا 
 ِضَر ٍس إَكأ ِنإب ِدا َّدَش إنَع َك( َمَّلَس َك ِوإيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ُؿإوُسَر َؿَاق :َؿَاق ُوإنَع ُللها َي ِراَفإغِت إسِإلْا ُدِّيَس  َأ إف 
 َػي ُق إو َؿ  إلا َع إب ُد: ” َّللا ُه َّم  َأ إن َت  َر ِّب  لآ ِإ َل َو  ِإ َّل  َأ إن َت  َخ َل إق َت ِن٬  َك  َأ َن َع ا إب ُد َؾ٬  َك  َأ َن َع ا َل َع ى إه ِد َؾ  َك  َك إع ِد َؾ  َم ا
 إسا َت َط إع ُت٬ . َأ ُع إو ُذ  ِب َك  ِم إن  َش ِّر  َم َص ا َػن إع ُت٬  َأ ُػب إو ُء َل َك  ِب ِن إع َم ِت َك  َع َل َّي٬  َك  َأ ُػب إو ُء َل َك  ِب َذ إن ِب ََ  إغا ِف إر ِل٬  ََ ِإ َّن ُو  َل 
 َػي إغ ِف ُر   ذلا ُػن إو َب  ِإ َأ َّل إن َت“) { ُوَجَر إخَأ  إا ُبل َخ ِرا  ي} 
Artinya: Dari Syaddad ‘Ibnu Aus Rad}iyallahu’anhu, bahwa Rasulullah 
S}allallahu’alaihi wa sallam bersabda: ‚Permohonan ampunan (istigfar) 
yang paling utama ialah: seorang hamba membaca, (Ya Allah 
Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau yang telah 
menciptakan diriku, aku hamba-Mu, aku selalu berada dalam ikatan-
Mu dan perjanjian-Mu selama aku mampu. Aku berlindung kepada-Mu 
dengan nikmat-Mu kepadaku dan aku berlindung kepada-Mu dari 
kejahatan yang akau perbuat, aku mengaku kepada-Mu dengan dosaku, 
maka ampunilah aku sebab tiada yang mengampuni dosa selain 
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Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syari‟ah Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 
tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar 
huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:  
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Ta 
ث Ŝa S| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H} Ha (dengan titik di bah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص Şad S{ Es (dengan titik di bawah) 
ض Dad D} De (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ط Ţa T{ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Za Z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ....„.... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ؼ Fa F Ef 
ؽ Qaf Q Qi 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
ك Wau W We 
ق Ha H Ha 
ء Hamzah .…'.… Apostrof 
ي Ya y ye 
 
1. Vokal 
a. Vokal Tunggal 
Tanda Nama Huruf Latin Contoh 
  َ Fathah A  َلَمَع 
  َ Kasrah I  َبِرَش 
  َ Dhammah U  َحُلَص 
 
b. Vokal Rangkap 
Tanda dan  Huruf Nama Gabungan Huruf Contoh 
ي  ََ Fathah dan ya Ai Bai‟u  : ُعإيَػب 












 ا     ََ Fathah dan alif atau ya 
 
Ā 
a dan garis 
di atas 
 راَِي إلْا = Al-khiya>r 




i dan garis 
di atas 
 ُمإيِكإَتَ = Tah}ki>m 
ك       َُ Fathah dan alif atau ya 
 
Û 
u dan garis 
di atas 
 ُدإيِقَع = ‘Aqi>du 
 
3. Ta Marbutah 
a. Ta marbutah hidup 
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah 
transliterasinya ada /t/ 
b. Ta marbutah mati 
Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/ 
Contoh :  إةَحإَلط (ţalhah) 
c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al  ؿا serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 
ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h) 
Contoh :  إؿاَفإطَلإا إةَضإكَر  (raud}ah al-at}fāl/ raud}atul at}fāl) 
4. Saddah (Tasydid) 
Saddah (Tasydid) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda syaddah atau tasydid. Contoh :     لََمَ (mahallu) 
5. Kata Sandang 
Kata sandang huruf 
syamsiyah 
Ar-riba :  َلا َبِّر 
Kata sandang huruf 
qomariyah 
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DIDIN SUMASYHARI, NIM: 11.21.11.005, “E-COMMERCE CONSUMERS 
PROTECTION IN LAZADA.CO.ID REVIEW ON ISLAMIC 
ECONOMIC LAW AND POSITIVE LAW” 
 
Transactions or business through cyberspace and the internet known as 
electronic commerce or e-commerce, had been long known in Indonesia. In 
addition to the advantages there are also minus in the system of e-commerce. E-
commerce consumer more often are in a weak position. Consumer protection 
needs special attention, especially on legal certainty for consumer e-commerce. 
Lazada.co.id is a branch of e-commerce lazada group in Indonesia since 
2012. Lazada.co.id an e-commerece shaped retail and marketplace. There are 
some cases that occurred in lazada.co.id consumers, namely: Default, unilateral 
cancellation, difficultly complain, Piercing lazada.co.id account. Basically 
Lazada.co.id has made efforts to protect consumers through the rules specified in 
the standard contracts such as, rules of returns, refund, granting vouchers, 
consumer complaints service via live chat on working hours and via e-mail 
directly to lazada. So the rules, standard contracts and terms, conditions of use on 
lazada.co.id need to be reviewed through the rule of law and positive law of 
Islamic economics in Indonesia. 
This study is a literature study (library research), by examining the 
regulatory documents lazada.co.id raw and to collect data from the basics rules of 
consumer protection laws of Islamic economics and fundamentals of the rule of 
positive law in Indonesia. 
The study concluded that lazada has set consumer protection through 
regulation and their standard contract terms and conditions (Terms of Use) the use 
or sale of lazada. Lazada consumer protection under legal review of Islamic 
economics has been appropriate, as there is a concept khiyar. Settlement of 
disputes stipulated in the standard contract, lazada also have appropriate consumer 
protection lazada according to the positive legal review some have appropriate 
legislation, such as providing clarity of information for consumers in lazada 
platform. There are other rules that the majority is still not appropriate, such as the 
implementation of the refund (refund) and the product (return) is not appropriate; 
burdensome consumer dispute resolution; lazada voucher as compensation, not 
necessarily in accordance with the will of the consumer; occur unilateral 
cancellation by the seller, limitation of liability lazada the consumer loss. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Transaksi atau bisnis melalui virtual world (dunia maya) atau media 
internet yang disebut dengan istilah electronic commerce atau e-commerce, 
sudah cukup lama dikenal di Indonesia, terutama sejak dikenalnya credit 
cards, automated teller machines dan telephone banking. Istilah-istilah 
tersebut semakin banyak dikenal karena dipergunakan untuk keperluan yang 
luas, salah satunya dalam jual beli.
1
  
Transaksi e-commerce mengalami perkembangan yang cukup 
signifikan di Indonesia. Perkembangan transaksi e-commerce di Indonesia 
disebabkan membaiknya kondisi perekonomian, disamping berkembangnya 
masyarakat kelas menengah. Bank Dunia menyebutkan bahwa 56,5 % 
populasi Indonesia atau sekitar 134 juta jiwa masuk kategori kelas menengah 
dengan nilai belanja 2-20 dollar AS per hari.
2
 Menurut WTO (World Trade 
Organization)
3




                                                 
1
 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
2013), hlm. 153. 
2
 Tim BPKN, “Kajian Perlindungan E-commerce di Indonesia” dikutip dari 
www.bpkn.go.id diakses 12 September 2016, hlm. 1.  
3
 World Trade Organization atau WTO, yaitu organisasi perdagangan 
Internasional, dihasilkan dari pertemuan Uruguay roads (putaran Uruguay) GATT (1986-
1994). Organisasi ini meiliki kedudukan yang unik, karena berdiri sendiri dan terlepas dari 
badan khusus PBB. Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internaasional, (Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 36. 
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1. E-commerce memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak 
pelanggan dan setiap saat informasinya dapat diakses secara up to date dan 
terus-menerus. 
2. E-commerce mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan 
tepat dalam pendistribusian informasi yang disampaikan secara periodik. 
3. E-commerce dapat menciptakan efisiensi waktu yang tinggi, murah dan 
informatif. 
4. E-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan 
cepat,mudah, aman, dan akurat. 
Sistem e-commerce juga memiliki kelemahan yaitu, ketidaksesuaian 
jenis dan kualitas barang yang dijanjikan, ketidaktepatan waktu pengiriman 
barang, ketidakamanan transaksi mulai dari, pembayaran menggunakan kartu 
kredit miliki orang lain (pembajakan), akses ilegal ke sistem informasi 
(hacking), perusakan website sampai dengan pencurian data.
5
  
Salah satu e-commerce terbaik di Indonesia adalah Lazada.co.id, 
merupakan salah satu bagian dari jaringan retail online Lazada Group yang 
menjadi tempat tujuan belanja online nomor satu di Asia Tenggara.
6
 
Lazada.co.id selanjutnya disebut lazada, telah berdiri di Indonesia sejak 
tahun 2012. Lazada memiliki semboyan effortless shopping atau “belanja itu 
gak ribet”, sebagai bentuk pelayanan kepada konsumen.7  
                                                 
5
 Tim BPKN, “Kajian Perlindungan E-commerce di Indonesia”, dikutip dari 
www.bpkn.go.id diakses 12 September 2016, hlm. 2. 
6
 Tim Wikipedia, “Lazada Indonesia” dikutip dari  id.wikipedia.com, diakses 
pada: 6 Oktober 2016.  
7
 Tim lazada, “Tentang kami” dikutip dari  lazada.co.id/home/about.html diakses 




Sebagaimana telah diuraikan bahwa e-commerce juga memiliki 
kelemahan, hal itu juga berlaku pada e-commerce lazada. Kasus pada lazada 
yang penulis dapatkan melalui googling adalah sebagai berikut: 
1. Wanprestasi, terdapat ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan 
yang dipesan oleh konsumen. 
2. Pembatalan sepihak, pesanan dibatalkan sepihak oleh lazada karena stok 
barang habis atau terjadi kesalahan program, padahal konsumen telah 
membayar lunas terlebih dahulu. 
3. Pengaduaan sulit, konsumen yang memiliki masalah dengan pengiriman, 
pengembalian barang dan/atau dana, sering mendapat ketidakjelasan dari 
pihak lazada jika melakukan komplain. Mulai dari proses yang lama 
sampai komplain tidak diperhatikan. 
4. Pembobolan akun lazada, akun konsumen dibobol kemudian pihak lain 
memanfaatkan data-data kartu kredit atau bank pemilik akun lazada untuk 
disalahgunakan, seperti untuk membeli barang dengan dana pemilik asli 
akun lazada. 
Berdasarkan hasil googling penulis, Lazada mengambil tindakan 
pertanggung jawaban jika kasus tersebut telah diblow-up ke media soisal oleh 
konsumen. Kemudian lazada akan segera menawarkan penggantian barang 
yang sesuai atau pembatalan transaksi. Lazada telah melakukan upaya-upaya 
perlindungan konsumen melalui aturan yang ditetapkan pada standard 




(pengembalian dana), pemberian voucher, layanan aduan konsumen melalui 
live chat pada jam kerja dan melalui e-mail langsung kepada lazada. 
Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen salah satu hak dasar konsumen yang harus dilindungi, adalah 
kepastian hukum. Permasalahan dalam kepastian hukum e-commerce, 
misalnya mengenai keabsahan transaksi bisnis dari aspek hukum perdata. 
Permasalahan lain yang timbul misalnya berkenaan dengan jaminan keaslian 
data, kerahasiaan dokumen, kewajiban sehubungan dengan pajak, hukum 
yang ditunjuk jika terjadi pelanggaran perjanjian atau kontrak, masalah 
yurisdiksi hukum dan juga masalah hukum mana yang harus diterapkan bila 
terjadi sengketa. Jaminan keamanan transaksi e-commerce sangat diperlukan 
untuk melindungi konsumen agar semakin menumbuhkan kepercayaan 




Peraturan mengenai e-commerce selanjutnya diatur dalam Undang-
Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik 
(selanjutnya disingkat UUITE).
9
 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 




Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (UUPK), terdapat hak-hak dasar konsumen yang harus dilindungi, 
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salah satunya adalah kepastian hukum. Jaminan keamanan e-commerce juga 
sangat diperlukan untuk melindungi konsumen dan menumbuhkan 




Ditetapkannya undang-undang yang berkaitan dengan e-commerce 
menandakan perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mengatur regulasi 
perlindungan konsumen di Indonesia. Hukum ekonomi Islam memiliki aturan 
yang berkaitan dengan transaksi jual beli seperti, khiyar (hak memilih) pada 
transaksi. Upaya dan peraturan baku lazada sehingga perlu ditinjau sebagai 
wujud perlindungan konsumen e-commerce. 
Uraian di atas menjadi dasar penulis untuk mengkaji peraturan 
lazada melalui sudut pandang hukum ekonomi Islam dan hukum positif di 
Indonesia. Sesuai dengan bidang studi penulis yaitu, hukum ekonomi syari‟ah 
atau mu‟amalah, selanjutnya  penulis menyusun penelitian ini dengan judul 
“Perlindungan Konsumen E-commerce pada Lazada.co.id Tinjauan Hukum 
Ekonomi Islam dan Hukum Positif”. 
B. Rumusan Masalah 
Terdapat beberapa rumusan masalah berdasarkan uraian latar 
belakang yang telah disampaikan, yaitu: 
1. Bagaimana upaya-upaya lazada dalam perlindungan konsumen? 
2. Bagaimana perlindungan konsumen yang diberikan lazada menurut 
hukum ekonomi Islam dan hukum positif di Indonesia? 
                                                 
11




C. Tujuan Penelitian 
Menurut rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan lazada dalam perlindungan 
konsumen. 
2. Mengetahui perlindungan konsumen yang diberikan lazada menurut 
hukum ekonomi Islam dan hukum positif di Indonesia. 
D. Manfaat Penelitian  
Manfaat Penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu, 
1. Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan penjelasan, pemahaman 
dan pengetahuan tentang upaya-upaya dan perlindungan konsumen yang 
diberikan lazada melalui sudut pandang hukum ekonomi Islam dan hukum 
positif. 
2. Manfaat praktis, memberi saran maupun masukan kepada pihak yang 
berhubungan secara langsung maupun tidak langsung, khususnya terhadap 
lazada dan kepada para pelaku e-commerce secara umum. Kegiatan lazada 
diharapkan sejalan dengan aturan perlindungan konsumen berdasarkan 
hukum ekonomi Islam dan hukum positif. 
E. Kerangka Teori 
Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan 
moral,  termasuk dalam masalah ekonomi. Islam mengatur perilaku manusia  
dalam memenuhi kebutuhannya, Islam mengatur bagaimana manusia dapat 




bagi  kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, Islam turut memberikan jalan bagi 
manusia  untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem 
dan teknik dalam perdagangan.
12
 
Menurut Abu A‟la Al-maududi, sebagaimana dikutip Abd. Shomad, 
bahwa hak-hak dan kewajiban setiap manusia menurut hukum Islam dapat 
dibagi dalam empat kategori, yaitu: hak-hak Allah SWT yang harus dipenuhi 
manusia, hak-hak diri sendiri, hak-hak manusia lain, dan hak-hak makhluk 




Pemenuhan hak dan kewajiban manusia merupakan dasar 
berjalannya mu‟amalah. Seperti hak dan kewajiban pihak yang bertransaksi 
jual beli harus seiring dengan prinsip mu‟amalah, menurut Ahmad Azhar 
Basyir prinsip mu‟amalah di antaranya adalah, 
1. Pada dasarnya segala bentuk mu‟amalah adalah mubah, kecuali yang 
dilarang oleh Al-Quran dan As-sunnah. 
2. Mu‟amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa ada paksaan. 
3. Mu‟amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 
menghindarkan madharat dalam kehidupan masyarakat. 
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4. Mu‟amalah dilakukan untuk memelihara nilai keadilan, menghindari unsur 
penganiayaan dan unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.
14
 
Adapun dalil yang menjelaskan kaidah transaksi berasal dari Al- 
quran, Hadis\, Ijma’ dan logika.15 Allah berfirman dalam Al-quran: 
 َي آ َأ  ػي َه َّلا ا ِذ إي َن  َمآ ُن َل او ََ  إأ ُك ُل َأ او إم َو َلا ُك َػب م إػي َن ُك إم  ِب إلا َب ِطا ِل  ِإ َّل َأ  إف  ََ ُك إو َف  َِت َرا  ة  َع إن  َػَ َر ٍضا 
 ِم إن ُك إم  َك َل َػَ  إق ُػت ُل َأ او إػن ُف َس ُك إم  ِإ َّف  َللها   َك َفا  ِب ُك إم  َر ِح إي  ما    ِّنلا( َس ُءا:۹۲) 
Artinya:  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil,kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 




Kemudian dalam suatu Hadits Nabi bersabda: 
 َػبلا ِّػي َع ِفا  ِب ِلْا َي ِرا  َم َإلا  َػي َػت َف َّر َق( ا ِوإيَلَع ٌقَفَّػتُم)  
Artinya:  
Penjual dan Pembeli memiliki hak  khiyar (pilihan untuk meneruskan atau 
membatalkan akad jual-beli) selama mereka belum berpisah. (Muttafaqun 
„alaihi)17 
Ijma', Para ulama Islam sejak zaman Nabi hingga sekarang sepakat 
bahwa bai' secara umum hukumnya mubah. Logika. Seorang manusia sangat 
membutuhkan barang-barang yang dimiliki oleh manusia yang lain dan jalan 
untuk memperoleh barang tersebut dengan cara bai' dan Islam tidak melarang 
melakukan perbuatan yang saling berguna.
18
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Menurut Muhammad dalam Etika Bisnis dalam Prespektif Islam 
bahwa dalam kajian fiqh Islam, kebenaran dan keakuratan informasi ketika 
seorang pelaku usaha mempromosikan barang dagangannya menempati 
kajian yang sangat signifikan. Islam tidak mengenal istilah kapitalisme klasik 
yang berbunyi ceveat emptor atau let the buyer beware (pembelilah yang 
harus berhati-hati), tidak pula ceveat venditor (pelaku usahalah yang harus 
berhati-hati), tetapi dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan 
(at-ta'adul) atau equilibrium di mana pembeli dan penjual harus berhati-hati, 
hal itu tercermin dalam teori perjanjian (naz}ariyyah al-‘uqud) dalam Islam.19 
Aturan perlindungan konsumen di Indonesia telah dilegalkan di 
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, disebut dengan UUPK. Dasar hukum bagi transaksi e-commerce 
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik. Dasar hak-hak konsumen sendiri dituangkan dalam 
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
Pasal 4 tentang Hak dan Kewajiban Konsumen. Peraturan mengenai e-
commerce kemudian diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 
tentang Internet dan Transaksi Elektronik (UUITE). Perdagangan Melalui 
Sistem Elektronik selanjutnya diatur pada Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-
Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 
AZ. Nasution telah menjelaskan seperti dikutip Solikhin, bahwa 
dalam Guidlines for Consumer Protection of 1985, yang dikeluarkan oleh 
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Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dinyatakan bahwa, “konsumen di manapun 
mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya". 
Maksud hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi 
yang jelas, benar dan jujur; Hak untuk mendapatkan ganti rugi; Hak untuk 
mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup pangan dan papan); Hak untuk 
mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk 
menjaga lingkungan dan hak untuk mendapat pendidikan dasar. PPB 
menghimbau seluruh negara di dunia agar memberlakukan, memelihara dan 




Pada setiap transaksi yang berlangsung akan menimbulkan hukum 
perikatan karena terjadi kontrak atau perjajian terhadap suatu kesepakatan. 
Begitu juga dalam transaksi e-commerce yang merupakan perjanjian melalui 
online contract yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. 
Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian 
tersebut.
21
 Setiap aturan memiliki asas-asas sebagai dasar pemberlakuan 
aturan tersebut, Dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdata mengenal 
sepuluh asas dalam perjanjian
22
.  Secara umum sepuluh asas dapat diambil 
intinya menjadi tiga asas yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan 
berkontrak dan asas iktikad baik. 
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Hukum perjanjian Islam mengenal asas-asas perjanjian sebagai 
berikut
23
: Al-h}urriyah (Kebebasan); Al-musawah (Persamaan atau 
kesetaraan); Al-‘adalah (Keadilan); Ar-rid}a (Kerelaan); As}-s}idq (Kebenaran 
dan Kejujuran) dan Al-kitabah (Tertulis). Perjanjian jual beli Islam, mengenal 
adanya suatu hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual beli 
dilaksanakan, yang disebut sebagai hak khiyar. Hikmah disyariatkannya 
khiyar adalah agar kemaslahatan dapat terjaga sehingga tidak ada pelaku jual 
beli yang merasa dirugikan. Macam Khiyar diantaranya yaitu: Khiyar majelis 
(tempat), Khiyar syarat}, Khiyar „aib (cacat), Khiyar Ta‟yin (seleksi), Khiyar 
Ru'yat (melihat). 
Uraian dalam sub-bab ini merupakan kerangka berpikir untuk 
mendasari teori dalam penelitian yang akan disusun tentang bagaimana 
pandangan hukum positif dan hukum ekonomi Islam mengenai perlindungan 
konsumen dan upayanya yang diberikan oleh lazada.co.id. 
F. Tinjauan Pustaka 
Penelitian terdahulu yang mengambil tema tentang perlindungan 
konsumen e-commerce, hukum positif dan hukum Islam diantaranya adalah: 
1. Bagus Hanindyo Mantri, kesimpulan pertama, bahwa Undang-undang 
perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 belum dapat melindungi 
konsumen dalam transaksi e-commerce karena keterbatasan pengertian 
pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah NKRI. Kedua, 
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keterbatasan akan hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK. Ketiga, 
perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur meliputi 




2. Riza Laely Ikayanti, kesimpulan pertama, hak-hak konsumen dalam 
hukum positif Indonesia maupun Internasional dan hukum Islam secara 
garis besar mempunyai kesamaan dasar hak yang harus dilindungi; kedua, 
konsep perlindungan hak konsumen e-commerce dalam hukum positif 
Indonesia tidak secara khusus diatur dalam perundang-undangan, di 
dalamnya hanya mengatur perlindungan konsumen transaksi konvensional 
(offline); ketiga, konsep hukum Islam berdasarkan asas keseimbangan dan 
keadilan juga prinsip-prinsip mu‟amalah.25 
3. Solikhin, menyimpulkan bahwa perbedaan antara aturan hukum terletak 
pada pengertian konsumen dan pelaku usaha, dalam Islam tidak dikenal 
konsumen akhir dan perantara, Islam juga tidak membedakan konsumen 
perorangan atau berbadan hukum. Informasi mengenai objek dalam Islam 
merupakan syarat, sedangkan dalam UUPK merupakan ketentuan. Islam 
tidak membatasi waktu pertanggung jawaban yang merugikan konsumen 
namun dalam UUPK dibatasi.
26
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Penelitian berfokus pada perlindungan konsumen dari sudut 
hubungan hukum positif di Indonesia juga hukum Islam, pada transaksi e-
commerce secara umum tanpa meneliti salah satu e-commerce. Sedangkan 
penelitian yang akan disusun mengambil fokus kepada analisa salah satu e-
commerce yaitu lazada.co.id atau lazada Indonesia, sehingga penyusun 
merasa penelitian ini perlu dan patut untuk dikaji. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian ini adalah penelitian literatur (library research), 
yaitu dengan memeriksa dokumen baik yang diterbitkan secara resmi 
ataupun yang terdapat diseluruh bahan cetakan, maupun berbentuk 
elektronik. Menurut Noeng Muhadjir, penelitian kepustakaan itu lebih 
memerlukan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris dilapangan.
27
 
2. Sumber Data 
 Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa jenis 
sumber data yang terbagi diantaranya:  
a. Sumber data primer, diperoleh dari peraturan baku (standard contract) 
lazada.co.id. Serta Al-quran, Hadits dan Undang-Undang yang 
berkaitan dengan perlindungan konsumen e-commerce. 
b. Sumber data Sekunder, mengacu kepada literatur perlindungan 
konsumen, hukum ekonomi Islam dan hukum positif. Serta data 
pendukung lain dari berbagai sumber dan media. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode 
dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen yang dilaksanakan dengan 
melakukan seleksitas data dari tulisan-tulisan kemudian menentukan data 
yang dianggap representatif secara oprasional.
28
 
4. Teknik Analisis Data 
Menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan menentukan 
keterkaitan antara bagian dan keseluruhan data yang telah dikumpulkan 
melalui proses yang sistematis untuk menghasilkan klasifikasi atau 
tipologi. Analisis data dimulai dari tahap pengumpulan data sampai tahap 




H. Sistematika Penulisan 
Sistematika pada penelitian kualitatif literer ini mengacu kepada 
panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Skripsi ini terdiri 
dari lima bab, di mana pada masing-masing bab terdapat beberapa sub-bab. 
Bab I berisi Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah yaitu 
kasus-kasus yang timbul di lazada. Perumusan masalah mengenai upaya 
lazada untuk perlindungan konsumen dan bagaimana pandangan hukum 
ekonomi Islam dan hukum positif. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan 
masalah. Manfaat penelitian harapan yang ingin dicapai dari penelitian ini. 
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Kerangka teori yaitu teori berpikir yang sesuai dengan judul penelitian. 
Tinjauan pustaka (penelitian terdahulu yang relevan). Metode penelitian yang 
digunakan adalah kualitatif dan Sistematika penulisan skripsi. 
Bab II berisi Gambaran Umum Tentang Perlindungan Konsumen 
Menurut Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Positif, menguraikan tentang 
Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekonomi Islam, yaitu Muamalah, 
Jual beli, Kontrak Islam, Penyelesaian Perselisihan dan Khiyar. Perlindungan 
Konsumen dalam Hukum Positif, yaitu Perlindungan Konsumen; Undang-
Undang Perlindungan Konsumen (UUPK); Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik; dan Undang-Undang Perdagangan.  
Bab III berisi Sistematika dan Upaya Lazada.co.id untuk 
Perlindungan Konsumen, menguraikan tentang E-commerce, yaitu Pengertian 
E-commerce, Sejarah dan Perkembangan, Ruang Lingkup E-commerce, 
Model-Model E-commerce. Sistematika Lazada.co.id, yaitu Lazada group, 
Produk Lazada.co.id, Pemesanan dan Pembayaran, Pengiriman, 
Pengembalian Produk dan Dana, Syarat, Ketentuan Penggunaan dan 
Penjualan lazada.co.id. Upaya Lazada.co.id  untuk Perlindungan Konsumen.  
Bab IV berisi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen 
Lazada.co.id, menguraikan Perlindungan konsumen Lazada.co.id menurut 
hukum ekonomi Islam. Perlindungan konsumen Lazada.co.id menurut hukum 
positif di Indonesia. 
Bab V berisi Kesimpulan dan Saran, yaitu uraian kesimpulan yang 




GAMBARAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 
MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM DAN HUKUM POSITIF 
A. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekonomi Islam 
1. Muamalah 
Menurut Abdullah As-sattar, sebagaimana dikutip Nasroen 
Harun, muamalah berasal dari kata mu‟amalah yang secara etimologi sama 
dan semakna dengan mufa‟alah, saling berbuat. Secara terminologi 
didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan 
hukum manusia dalam persoalan keduniaan.
1
 Islam menempatkan bidang 
muamalah sedemikian penting sehingga hadits Nabi mengajarkan bahwa, 
“agama adalah muamalah”. 
Ahmad Azhar Basyir menjelaskan tentang empat prinsip 
muamalah yang dikemukakannya, antara lain
2
: 
a. Segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang telah ditentukan 
oleh syara‟. Mengandung arti bahwa hukum Islam memberi 
kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah yang 
baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. 
b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa paksaan. Berarti agar 
kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. 
                                                 
1
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gema Media Pustaka, 2007), hlm. 
vii. 
2




Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat 
dibenarkannya suatu bentuk muamalah.. 
c. Muamalah dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan 
menghindarkan madharat. Berarti bahwa suatu bentuk muamalah 
dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 
menghindari madharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa 
segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak 
dibenarkan.  
d. Muamalah memelihara keadilan, berarti bahwa segala bentuk 
muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. 
Menurut Muhammad dan Alimin, sebenarnya dalam muamalah 
sangat sarat dengan perlindungan konsumen. Hal ini dapat dijadikan 
sebagai sumber hukum untuk perlindungan konsumen kontemporer. Untuk 
melindungi konsumen maka dalam fiqih islam dikenal berbagai perangkat 
istilah hukum, seperti pelarangan ba’i al-garar (jual beli mengandung 
tipuan), pemberlakuan hak khiyar (hak melangsungkan atau membatalkan 
transaksi karena sebuah alasan yang dapat diterima),beberapa hal yang 
merusak kebebasan transaksi seperti adanya al-galt (tidak adanya 
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2. Jual Beli 
Jual-Beli (al-bayi‟) secara bahasa merupakan masdar dari kata 
(bi‟tu), diucapkan (ba‟a-yabi‟u) bermakna memiliki dan membeli. Begitu 
juga kata (syaray) mengandung dua makna tersebut. Hukum asal jual-beli 
adalah halal, berdasarkan ayat:  
...َابِّرلا َـَّرَحَك َعإيَػبإلا ُوَّللا َّلَحَأَك... إلا( َػب َق َر ُة:۹۷۲) 
Artinya: 
Dan Allah telah menghalalkan jual-beli.
4
 
Dalil dari Al-hadits yang menerangkan keutamaan jual-beli, 
yaitu:  
 َأ َّف  َّنلا َِّب  ُس .ـ.ص ِئ َل َأ :  ي  َكلا إس ِب  َأ إط َي ُب َق ؟ َؿا َع : َم ُل  َّرلا ُج ِل  ِب َي ِد ِه  َك   ُك  ل  َػب إي ٍع 
 َم إػب ُر إك ٍر  َر( َك ُها  َػبلا َّز ُرا  َك  َص َّح َح ُو  إا َل ِكا ُم) 
Artinya: 
Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya: “Pekerjaan apakah yang paling 
baik?” Nabi menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri 
dan setiap jual-beli yang terpuji.” (HR. Al-Bazzar dan dihukumi sahih 
oleh Al-Hakim).
5 
Abdul Mujieb merumuskan al-bai‟ secara terminologi (istilah), 
sebagai pelaksanaan akad untuk penyerahan kepemilikan suatu barang 
dengan menerima harta atau atas saling ridha, atau ijab dan qobul atas dua 
jenis harta yang tidak berarti berderma atau menukar harta dengan harta 
bukan atas dasar tabarru‟.6 
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Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya perpindahan hak 
milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli. 
Transaksi antara seseorang dan orang lain atau seseorang dan badan 
hukum, atau antara badan hukum.
7
  
a. Jual beli (bai’) memiliki tiga rukun8: 
1. ‘Aqid (Pelaku transaksi), yaitu: penjual dan pembeli. 
2. Ma’qud ‘alaih (Obyek transaksi), yaitu: harga dan barang. 
3. Sigat (transaksi), yaitu: segala tindakan yang dilakukan kedua belah 
pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik 
tindakan tersebut berbentuk kata-kata atau perbuatan. 
b. Adapun terdapat dua bentuk akad dalam jual beli: 
a. Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab-qabul. 
b. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan bai' mu'athah.  
c. Menurut Wahbah Az-zuhaili seperti dikutip Dimyauddin, terdapat 
empat syarat untuk menyempurnakan akad jual beli, yaitu:
9
 
a. Syarat in’iqad, syarat yang harus diwujudkan dalam aqad, sehingga 
aqad diperbolehkan secara syar’i. Madzhab Hanafiyah membagi 
syarat in’iqad menjadi empat macam, yaitu ‘Aqid, Ma’qud ‘alaih, 
Sigat dan Majlis al-‘aqd (tempat aqad). 
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b. Syarat Nafaz\, syarat yang memiliki dua kriteria yaitu tentang 
kepemilikan dan wilayah terhadap objek transaksi, harus murni 
milik penjual dan objek transaksi tidak terdapat hak atau 
kepemilikan orang lain. 
c. Syarat Sah, terbagi menjadi dua, yaitu syarat umum dan khusus. 
Syarat umum, jual beli harus terbebas dari „aib (cacat) yang meliputi, 
jahalah (ketidaktahuan), ikrah (paksaan), tauqit (pembatasan waktu), 
garar (penipuan), d}arar (berbahaya) dan fasid (yang merusak). Syarat 
khusus yang diperuntukkan terhadap aqad-aqad tertentu. 
d. Syarat luzum (kemestian), syarat yang akan menentukan akad jual 
beli bersifat sustainable (berkelanjutan) atau tidak, yakni ada ruang 
bagi  salah satu pihak untuk melakukan pembatasan akad. Syarat 
luzum mensyaratkan terbebasnya akad dari segala macam bentuk 
khiyar, baik khiyar syarat, sifat, ta’yin, ru’yah, „aib, dan lainnya. 
d. Syarat jual beli di antaranya adalah10: 
1) Saling rela antara para pihak, dalam sebuah hadits disebutkan bahwa, 
 ِإ ََّنّ إا ا َػبل إي ُع  َع إن  َػَ َر ٍضا  َر( َك ُها  ِإ إب ُن  َم َجا ِب ة َس َن ٍد  َح َس ٍن) 
Artinya: 





2) Pelaku akad adalah yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang 
yang telah baligh, berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan 
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oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali 
seijin walinya. 
3) Harta obyek transaksi, telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.  
4) Obyek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.  
5) Obyek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan.  
6)  Obyek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. 
7)  Harga yang jelas saat transaksi. 
e. Sikap saling merelakan adalah prinsip dasar dalam jual beli, yang 
ditopang oleh tujuh prinsip lainnya, yaitu
12
: 
a. ‘Adam al-garar (tidak ada pihak yang tertipu) 
b. ‘Adam ar-riba (tidak ada beban berat yang mengandung riba) 
c. ‘Adam al-maysir (tidak mengandung unsur judi) 
d. ‘Adam al-ih}tiqar wa al tas’ir (tidak ada penimbunan barang) 
e. Musyarakah (kerja sama saling menguntungkan) 
f. Al-birr wa at-taqwa (asas muamalah, tolong menolong dalam 
kebaikan dan taqwa). 
g. Takafful al-ijtima’ (proses pemindahan hak milik atas dasar 
kesadaran solidaritas sosial untuk saling memenuhi kebutuhan atas 
dasar tanggung jawab bersama dan demi kemaslahatan umum yang 
lebih bermakna bagi kehidupan yang lebih luas). 
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3. Kontrak Islam 
Dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkaitan dengan 
perjanjian atau kontrak, yaitu kata akad (al-„aqadu) yang berarti perikatan 
atau perjanjian dan kata „ahd (al-„ahdu) yang berarti masa, pesan, 
penyempurnaan dan janji atau perjanjian.
13
 Jumhur ulama mendefinisikan 
aqad sebagai ikatan yang terjadi akibat adanya ijab dan qabul di mana ia 
adalah ungkapan kehendak dua pihak yang berakad atau lebih dengan cara 




Menurut T. M. Hasbi Ash-shiddiqy terdapat empat komponen 
yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad, yaitu: 
a. Subyek perikatan (Al-‘aqi>dain) 
Pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum 
akad (perikatan). Subyek hukum adalah pihak pengemban hak dan 
kewajiban. Subyek hukum terdiri dari dua macam yaitu manusia dan 
badan hukum.
15
 Syarat subyek akad adalah „aqili (berakal), tamyiz 
(dapat membedakan), mukhtar (bebas dari paksaan). Dalam kaitannya 
dengan al-‘aqi>dain terdapat tiga hal yang harus diperhatikan yaitu, 
ahliyah (kecakapan), wilayah (kewenangan), wakalah (perwakilan).
16
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b. Obyek perikatan (Mahallul „Aqd) 
Sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya akibat 
hukum yang ditimbulkan. Bentuk obyek akad dapat berupa benda 
berwujud (barang) maupun benda tidak berwujud (manfaat/jasa).
17
 
Dalam mahallul „aqd ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:  
1) Obyek akad telah ada ketika akad dilangsungkan 
2) Obyek akad dibenarkan oleh syariat 
3) Obyek akad harus jelas dan dikenali 
4) Obyek dapat diserahterimakan 
c. Tujuan perikatan (Maud}u’ul ‘Aqd) 
Tujuan dari suatu akad akad harus sesuai dengan ketentuan syariat. 
Menurut Ahmad Azhar Basyir terdapat syarat yang harus dipenuhi agar 
suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu: 
1) Tujuan akad bukan merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-
pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. 
2) Tujuan harus berlangsung selama pelaksanaan akad 
3) Tujuan akad harus dibenarkan syara‟. 
d. Ijab dan qabul (S}igat al-‘aqd) 
Suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. 
Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama 
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu 
pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan 
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oleh pihak pertama. Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan empat cara 
yaitu, secara lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan. 
Jumhur ulama mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan 
kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu: 
1) Jala’ul ma’na, tujuan yang terkandung dalam pernyataan harus jelas. 
2) Tawafuq, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. 
3) Jazmul ‘iradataini, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak 
para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa. 
e. Dalam hukum perjanjian Islam dikenal asas-asas sebagai berikut18: 
1) Al-h}urriyah (Kebebasan), merupakan prinsip dasar dalam hukum 
perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu 
perjanjian atau akad (freedom of making contract).
19
 
2) Al-musawah (Persamaan atau kesetaraan), para pihak mempunyai 
kedudukan (bargining position) yang sama, dasar hukum asas 
persamaan adalah (QS, Al-hujura>t: 13). 
3) Al-‘adalah (Keadilan), perjanjian harus mendatangkan keuntungan 
yang sama dan tidak mendatangkan kerugian pada salah satu pihak. 
4) Ar-rid}a (Kerelaan), dasar transaksi adalah suka sama suka antara 
masing-masing pihak. Perniagaan harus didasarkan kerelaan dan 
kesepakatan para pihak secara bebas (An-nisa: 29). 
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5) As}-s}idq (Kebenaran dan Kejujuran), bahwa setiap muslim harus 
berkata benar, karena faktor kepercayaan (trust) menjadi sesuatu 
yang esensial demi terlaksananya suatu perjanjian atau akad. 
6) Al-kita>bah (Tertulis), setiap perjanjian dibuat secara tertulis demi 
kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.
20
 
4. Penyelesaian Perselisihan 
Dalam hukum perikatan Islam, penyelesai perselisihan dapat 
dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu: 
a. Perdamaian (S}ulh}u) 
Suatu jenis akad untuk mengakhir sengketa antara dua pihak yang 
berselisih.
21
 Ada beberapa cara pelaksanaan S}ulh}u, yaitu: 
1) Dengan cara ibra (membebaskan debitor dari sebagaian 
kewajibannya). 
2) Dengan cara mufad}ah (penggantian dengan yang lain) Perdamaian 
(s}ulh}u) ini disyariatkan berdasarkan Al-Quran22, Sunnah dan Ijma‟. 
Umar r.a. pernah berkata: “Tolaklah permusuhan hingga mereka 
berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan 
mengembangkan kedengkian di antara mereka.”23 
b. Arbitrase (Tahki>m) 
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Secara literal adalah mengangkat sebagai wasit atau juru damai. 
Sedangkan secara terminologi tahkim berarti penyelesaian sengketa 
yang dilakukan hakam atau lembaga hakam yang dipilih atau ditunjuk 
secara sukarela oleh dua orang atau lebih yang bersengketa untuk 
mengakhiri, dan para pihak akan menaati penyelesaian oleh hakam atau 
para hakam yang mereka tunjuk. 
c. Proses Peradilan (Al-qad}a) 
Secara harfiah berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah 
fiqih adalah menetapkan hukum syara‟ pada suatu peristiwa atau 
sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat, melalui 
lembaga peradilan dan orang yang berwenang untuk menyelesaikan 
perkara dikenal dengan qad}i (hakim). 
 
5. Khiyar 
Khiyar merupakan isim mas}dar dari kata Al-ikhtiya>r  yang 
bermakana pilihan dan bersih. Sedangkan menurut istilah adalah, 
 ِنإيَدِقاَعَػتُ
لما َنِم ِّلُكِل َفإوُكَي إفَأ ِِوئاَغلا إكَأ ِد إقَعلا ِءاَضإما ِراَيِت إخا فِ  ق َإلا 
Artinya: 
Adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih 




Maksud dari definisi ini adalah hukum asal dalam akad setelah 
disetujui, yaitu para pihak (penjual dan pembeli) tercegah untuk 
membatalkannya, kecuali terdapat izin syara’ bagi para pihak (hak) untuk 
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membatalkannya, yaitu dengan cara khiyar.
 
Hak khiyar dalam Islam 
bermaksud untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi 
atas dasar kerelaan penuh para pihak, karena sukarela merupakan asas 
untuk sahnya suatu akad.
25
 
Hikmah disyariatkannya khiyar adalah agar kemaslahatan dapat 
terjaga dan kesepakatan yang dibuat lebih sempurna, sehingga tidak ada 
pihak yang merasa dirugikan. Status khiyar hukumnya boleh dan 
merupakan hak masing-masing pelaku akad. Dengan memelihara 
kerukunan hubungan baik sehingga tercipta kasih sayang di antara 
manusia (hablu minan-nas).
26
 Khiyar memiliki beberapa macam, 
diantaranya adalah: 
a. Khiyar majelis artinya penjual dan pembeli boleh memilih untuk 
melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih 
dalam satu tempat atau majelis.
27
 
b. Khiyar syarat} yaitu “hak memilih antara melangsungkan atau 
membatalkan akad yang telah terjadi, bagi masing-masing atau salah 
satu pihak dalam waktu tertentu.” Penjualan yang mempersyaratkan 
sesuatu, baik oleh penjual maupun pembeli, seperti seseorang berkata 
“Saya jual rumah ini dengan harga seratus juta rupiah dengan syarat 
khiyar selama tiga hari.” 
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c. Khiyar „aib yaitu khiyar cacat “hak khiyar (tetap melangsungkan atau 
membatalkan suatu akad) terhadap suatu barang yang mengandung 
cacat setelah diterima oleh pembeli.” penjualan yang mensyaratkan 
kesempurnaan benda-benda yang dibeli, yaitu jika seseorang membeli 
barang yang mengandung cacat dan tidak mengetahuinya hingga 
penjual dan pembeli berpisah, pihak pembeli berhak mengembalikan 
barang dagangan tersebut kepada penjualnya. 
d. Khiyar Ta’yin, yaitu hak pembeli untuk bebas menentukan pilihan 
terhadap salah satu barang dari beberapa barang yang dijadikan obyek 
jual beli oleh penjual, dan barang yang terpilih kemudian menjadi 
obyek akad. Menurut Ahmad Azhar Basyir ada beberapa syarat yang 
harus diperhatikan dalam khiyar ta’yin, diantaranya:28 
1) Pilihan terhadap barang maksimal tiga buah. 
2) Harga dari setiap barang harus jelas. 
3) Limitasi waktu yang jelas agar penjual mempunyai kepastian 
terhadap barang yang benar-benar dipilih. 
e. Khiyar Ru'yat yaitu dimana pembeli hanya mengetahui sifat-sifat dari 
suatu barang tanpa melihat barang tersebut. Sehingga apabila telah 
terjadi akad, tetapi barang yang diserahkan tidak sesuai dengan sifat 
atau spesifikasi yang telah ditentukan, maka pembeli berhak untuk tetap 
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B. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif 
6. Perlindungan Konsumen 
Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi produsen sangat 
merugikan kepentingan rakyat. Pada umumnya produsen berlindung 
dibalik standard contract atau perjanjian baku yang telah ditandatangani 
oleh kedua belah pihak, yakni antara konsumen dan produsen, ataupun 
melalui informasi semu yang diberikan oleh produsen kepada konsumen. 
Hal tersebut bukan menjadi gejala regional saja, tetapi sudah menjadi 
persoalan global yang melanda seluruh konsumen di dunia. Timbulnya 
kesadaran konsumen ini telah melahirkan satu cabang baru ilmu hukum, 
yaitu hukum perlindungan konsumen.
 30
 
Istilah “hukum ekonomi” (wirthaftrecht, economic law, droit 
economique) dan “hukum bisnis” (business law) substansinya sudah 
dikenal sebelum zaman penjajahan, bersamaan dengan dibukanya kegiatan 
perdagangan di Bumi Nusantara. Pada zaman penjajahan, substansi hukum 
ekonomi dan bisnis mengacu pada hukum perdata (burgerlijk wetboek) 
dan hukum dagang (wetboek van koophandel).
31
 
Hubungan hukum antara produsen dan konsumen memiliki 
tingkat ketergantungan yang cukup tinggi dan kelanjutan telah terjadi sejak 
proses produksi, distribusi, pemasaran dan penawaran. Telah terjadi 
perubahan konstruksi hukum pada hubungan antara produsen dan 
                                                 
30
 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-commece Studi 
Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 
141. 
31




konsumen, yaitu hubungan yang semula dibangun atas prinsip caveat 
emptor
32
 berubah menjadi caveat venditor
33
. Karena keberpihakan kepada 




Menurut Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUHPerdata) pada pasal 1320, suatu perjanjian dianggap sah jika 
memenuhi empat syarat, yaitu:
35
 
a. Kesepakatan pihak yang mengikatkan dirinya; 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
c. Suatu hal tertentu; 
d. Suatu sebab yang halal. 
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 dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 




Pada pasal 1321 kemudian dijelaskan bahwa tidak ada kesepakatan yang 
sah apabila kesepakatan diberikan atas dasar kekhilafan, atau diperoleh 
dengan paksaan atau penipuan. 




a. Tahap Pratransaksi, adalah tahap sebelum adanya perjanjian atau 
transaksi dengan konsumen, yaitu keadaan atau peristiwa yang terjadi 
sebelum konsumen memutuskan untuk membeli dan memakai produk 
yang diedarkan produsen. Dalam tahap ini pelaku usaha melakukan 
promosi dengan memberikan informasi produk yang jelas, benar dan 
jujur. Konsumen berhak mencari informasi detail tentang produk dari 
pelaku usaha. 
 
b. Tahap Transaksi, adalah saat konsumen memutuskan untuk menentukan 
pilihan atau menerima (acceptance) atas suatu penawaran (offer) 
produk dari pelaku usaha yang berbentuk pernyataan kehendak dari 
para pihak. Pada tahap ini disepakati apa yang menjadi hak dan 
kewajiban para pihak, termasuk cara pemenuhannya. Tanda bukti 
dalam transaksi pembelian suatu ketika dapat menguntungkan kedua 
belah pihak. 
 
c. Tahap Purna/Pascatransaksi, adalah tahap pelaksanaan atau realisasi 
dari perjanjian atau transaksi oleh para pihak. Seperti, pelaku usaha 
memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan produknya kepada 
konsumen dan konsumen berkewajiban menyerahkan sejumlah harga 
kepada pelaku usaha. Kewajiban yang harus dilaksanakan para pihak 
dalam perjanjian dinamakan prestasi. Jika salah satu pihak tidak 
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, pihak tersebut 
berada dalam keadaan wanprestasi yang kemudian menimbulkan hak 
bagi pihak lawan untuk mengajukan tuntutan. 
 
7. Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen yang kemudian disebut dengan UUPK. Perlindungan 
konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum 
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untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
37
 Konsumen adalah setiap 
orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup 
lain dan tidak untuk diperdagangkan.
38
 Penyelenggaraan perlindungan 
konsumen sebagai usaha bersama mempunyai lima asas dasar,
39
 yang 
kelima asas tersebut relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:
 40
 
a. Asas manfaat,dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segla upaya 
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan 
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku 
usaha secara keseluruhan. 
b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 
melaksanakan kewajibannya secara adil. 
c. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti 
materiil ataupun spiritual. 
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 
konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 
e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun 
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
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 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Pasal 2 
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 Perlindungan konsumen memiliki beberapa tujuan, yaitu:
41
 
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 
untuk melindungi diri 
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, 
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi; 
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha; 
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 
 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen menjelaskan tentang hak dan kewajiban konsumen, yaitu: 
a. Hak konsumen adalah42: 
1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan; 
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/ataujasa; 
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan; 
5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; 
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
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9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
 
b. Kewajiban konsumen adalah43: 
1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan 
dan keselamatan; 
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa; 
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
 
Kemudian dijelaskan Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam UUPK, 
a. Hak pelaku usaha adalah44: 
1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan; 
2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 
yang beritikad tidak baik; 
3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen; 
4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan; 
5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
 
b. Kewajiban pelaku usaha adalah45: 
1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 
3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif; 
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4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku; 
5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan; 
6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 
dengan perjanjian. 
 
Perlindungan konsumen merupakan wujud tanggung jawab dari 
pelaku usaha. Secara umum dikenal prinsip-prinsip tanggung jawab dalam 
hukum dapat dibedakan dengan dasar sebagai berikut:
46
 
a. Kesalahan (liability based on fault), prinsip yang menyatakan 
seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara 
hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. 
 
b. Praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability), prinsip 
yang menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, 
sampai dapat membuktikan dia tidak bersalah.
47
 
c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumption of nonliability), 
adalah kebalikan dari prinsip kedua, prinsip ini hanya dikenal dalam 
lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan 




d. Tanggung jawab mutlak (strict liability), adalah prinsip tanggung 
jawab yang menetapkan kesalahan bukan sebagai faktor yang 
menentukan. Namun ada pengecualian yang memungkinkan untuk 




                                                 
46
 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar 
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e. Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability), adalah prinsip 
yang sangat disukai pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula 
eksonerasi
50




Berdasarkan substansi pada Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang 




a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; 
b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; 
c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. 
 
Terjadinya kerugian bagi kreditur (pelaku usaha) karena 




a. Pembatalan (pemutusan) perjanjian; 
b. Pemenuhan perjanjian; 
c. Pembayaran ganti kerugian; 
d. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian; 
e. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian; 
 
Terdapat klausula baku di dalam UUPK yang berbunyi, 
“setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan 
dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang 
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan 
wajib dipenuhi oleh konsumen”.54 
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Terdapat klausula dalam UUPK pada bab penyelesaian sengketa yang 
berbunyi,  
“setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui 
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antar konsumen dan 
pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan 
umum”.55 
Dalam UUPK dijelaskan lembaga atau badan perlindungan 
konsumen, diantaranya: 
a. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) 
adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh 




b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang 




c. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) adalah badan yang 





8. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan bentuk perhatian 
pemerintah terhadap berkembangnya informasi dan transaksi yang 
berbentuk elektronik. Undang-undang ini disebut dengan UUITE yang 
telah disahkan pada 21 April 2008. Mengenai aturan transaksi elektronik 
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a. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup 
publik, ataupun privat. 
b. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik 
dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. 
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik 
akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Selanjutnya ketentuan dalam transaksi elektronik diatur dalam 
Pasal 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:
60
 
a. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik 
mengikat para pihak. 
b. Para pihak .memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku 
bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. 
c. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi 
Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas 
Hukum Perdata Internasional.  
d. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, 
arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang 
berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi 
Elektronik internasional yang dibuatnya. 
e. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau 
lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang 
menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, 
didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. 
 
Pasal 19 dan 20 UUITE menyebutkan, para pihak yang 
melakukan Transaksi Elektronik, harus menggunakan Sistem Elektronik 
yang disepakati. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi 
Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim 
telah diterima dan disetujui Penerima. Persetujuan atas penawaran 
Transaksi Elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan 
secara elektronik. 
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9. Undang-Undang Perdagangan 
Peraturan yang mengatur bisnis e-commerce Indonesia terdapat 
dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Bab 
tujuh, yaitu Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Pasal 65 dan 
Pasal 66. Isi Pasal 65 adalah sebagai berikut:
61
  
a. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa 
dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data 
dan/atau informasi secara lengkap dan benar. 
b. Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau 
Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan 
data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
c. Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik. 
d. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat: 
1) Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku 
Usaha Distribusi; 
2) Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan; 
3) Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan; 
4) Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan 
5) Cara penyerahan Barang. 
6) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui 
sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa 
dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau 
melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. 
e. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa 
dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data 
dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin. 
 
Isi Pasal 66, yaitu adalah:
62
 
“Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem 
Elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.” 
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SISTEMATIKA DAN UPAYA LAZADA.CO.ID UNTUK PERLINDUNGAN 
KONSUMEN 
A. E-Commerce 
1. Pengertian E-commerce 
Menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus 
Badrulzaman, definisi e-commerce adalah sebagai berikut, 
“e-commerce is a dynamic sets of technologies, application, and bussines 
procces that link enterprises, consumers and communities through 
electronic transaction and the electronic exchange of goods, services and 
information”.1 
Electronic commerce transaction yaitu transaksi dagang antara penjual 
dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. 
Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium) tanpa 
dihadiri para pihak yang melakukan transaksi. Medium ini terdapat di 
dalam jaringan umum dengan sistem terbuka, yaitu internet atau world 




Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-commerce ini 
sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (e-business) yang berkaitan 
dengan transaksi komersial, seperti: transfer dana secara elektronik, SCM 
(supply chain management), pemasaran elektronik (e-marketing), atau 
pemasaran online (online marketing), pemrosesan transaksi online (online 
transaction processing), pertukaran data elektronik; electronic data 
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 Batasan e-commerce adalah transaksi 
dalam perdagangan internasional yang dilakukan melalui pertukaran data 
elektronik dan cara-cara komunikasi lainnya.
5
 
2. Sejarah dan Perkembangan E-commerce 
E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada 
saat pertama kali banner-elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan 
periklanan di suatu halaman-web (website). Menurut Riset Forrester, 
perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga AS$12,2 miliar 
pada 2003. Menurut laporan yang lain pada bulan oktober 2006, 
pendapatan ritel online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat 
diramalkan akan mencapai seperempat trilyun dolar US pada tahun 2011.
6
 
3. Ruang Lingkup E-commerce 




a. Bisnis ke Bisnis (Business to Business) 
Merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau 
dengan kata lain secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan 
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secara rutin dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar. 
Aktivitas e-commerce dalam ruang lingkup ini ditujukan untuk 
menunjang kegiatan para pelaku bisnis itu sendiri.  
b. Bisnis ke Konsumen (Business to Consumer) 
Merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang 
dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu 
kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu contohnya “internet mall”. 
Konsumen pada lingkup ini adalah konsumen akhir yang merupakan 
pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan jasa yang 
ditawarkan oleh pelaku usaha. Permasalahan perlindungan konsumen 
terdapat dalam lingkup ini, karena produk yang diperjualbelikan adalah 
produk barang dan jasa baik dalam bentuk berwujud maupun dalam 
bentuk elektronik atau digital yang telah siap untuk dikonsumsi. 
Perkembangan lingkup Bisnis ke Konsumen ini membawa keuntungan 
tidak saja pada pelaku usaha namun juga kepada pihak konsumen. 
c. Konsumen ke Konsumen (Consumer to Consumer) 
Merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan 
antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada 
saat tertentu, lingkupnya bersifat lebih mengkhusus karena transaksi 
dilakukan oleh pihak yang memerlukan transaksi. Internet telah 




mengenai harga, kualitas dan pelayanan. Selain itu customer juga dapat 
membentuk komunitas pengguna atau penggemar produk tersebut.
8
 
4. Model-Model E-commerce di Indonesia 
a. Iklan Baris 
Salah satu bentuk e-commerce yang tergolong sederhana, 
bisa dianggap sebagai evolusi dari iklan baris yang biasanya ditemui 
di media cetak dipindah ke dalam dunia online. Penjual yang 
menggunakan sosial media atau forum untuk beriklan, dan pembeli 
harus berkomunikasi secara langsung untuk bertransaksi. Contoh iklan 





Merupakan jenis e-commerce yang di mana semua proses 
jual-beli dilakukan melalui sistem yang sudah diterapkan oleh situs 





Merupakan penyedia jasa mall online, namun yang berjualan 
bukan penyedia website, melainkan anggota-anggota yang mendaftar 
untuk berjualan di website marketplace yang bersangkutan. 
Marketplace umumnya menyediakan lapisan keamanan tambahan, 
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 Tim wikipedia, “Perdagangan elektronik”, dikutip dari id.wikipedia.co.id 
diakses 13 Oktober 2016, hlm. 4. 
10









1. Lazada Group 
Lazada.com adalah “perusahaan e-commerce swasta Singapura 
yang didirikan oleh Rocket Internet pada tahun 2011. Website e-commerce 
Lazada telah dilaunching pada bulan Maret tahun 2012 di Indonesia, 
Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Situs yang diluncurkan dengan 
model bisnis penjualan persediaan untuk pelanggan dari gudang sendiri. 
Pada tahun 2013 itu menambahkan model pasar yang memungkinkan 
pengecer pihak ketiga untuk menjual produk mereka melalui situs 
Lazada”.12 
Lazada Group, “bertujuan membangun model bisnis seperti 
Amazon.com di Asia Tenggara untuk mengambil keuntungan dari 
konsumen pasar online yang baru lahir dan lemahnya pasar amazon.com 
di sana. Rocket adalah inkubator dari Jerman yang membangun 
perusahaan dengan menyalin model bisnis perusahaan teknologi AS yang 
sukses di pasar negara berkembang.”  
Situs Lazada Grup, beroperasi di Indonesia, Malaysia, Filipina, 
Singapura, Thailand, dan Vietnam, dan telah mengangkat sekitar US $ 
647.000.000 selama beberapa putaran investasi dari investor seperti 
Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, JPMorgan Chase, investasi 
AB Kinnevik dan Internet Rocket. Pada Maret 2016 Lazada mengklaim itu 
mencatat total senilai $ 1,36 miliar tahunan di enam pasar di Asia, 
menjadikannya pemain e-commerce terbesar. Pada bulan April 2016, 
Alibaba Group mengumumkan bahwa mereka dimaksudkan untuk 
memperoleh saham mayoritas di Lazada dengan membayar $ 500 juta 
untuk saham baru dan membeli $ 500 juta saham senilai dari investor 
yang ada. Alasan mengapa Alibaba tertarik adalah: populasi pendapatan 
kelas menengah pasar Asia Tenggara telah berkembang, diperkirakan 190 
juta orang di wilayah tersebut dengan pendapatan dari $ 16- $ 100 per 
hari, dan kemungkinan tumbuh menjadi 400 juta orang pada tahun 2020.
13
  
 Lazada adalah pusat belanja online yang menawarkan berbagai 
macam jenis produk mulai dari: Elektronik; Fashion Wanita; Fashion 
Pria; Peralatan Rumah Tangga; Kesehatan & Kecantikan; Bayi & 
Mainan Anak; Olahraga & Travel; Groceries (Grosir); Otomotif & 
                                                 
11
 Tim wikipedia, “Perdagangan elektronik..., hlm. 5. 
12
 Tim wikipedia, “LAZADA Group” dikutip dari id.wikipedia.co.id diakses 
pada 14 Oktober 2016, hlm 4. 
13






 Selain lewat alamat web lazada juga dapat diakses melalui 
aplikasi mobile di smartphone seperti android dan IOS. 
Sesuai dengan tagline "Effortless Shopping" yang diartikan 
"Belanja gak pake ribet" Lazada Indonesia (lazada.co.id) menawarkan 
solusi untuk masyarakat Indonesia agar dapat menikmati berbagai 
kemudahan dalam berbelanja online dengan menyediakan website yang 
mudah digunakan dan sistem pembayaran online yang lengkap. Lazada 
menjamin kenyamanan konsumen ketika konsumen  browsing produk yang 
sedang dicari dan juga menjamin opsi pembayaran yang aman. Pilihan 
pembayaran lazada termasuk kartu kredit, cash on delivery, Bank transfer, 
Mobile banking dan bahkan melalui layanan pembayaran online seperti 
halnya HelloPay. Dan jika konsumen ingin membawa keranjang belanja 
kemanapun, Lazada App ada untuk membantu menelusuri Lazada, 
membeli barang-barang dan tetap update dengan promo terbaru. Bahkan, 




2. Produk Lazada.co.id 
Produk yang dijual di lazada bermacam jenisnya dan mungkin 
membutuhkan waktu yang berbeda untuk pemrosesan dan pengiriman. 
Untuk mengidentifikasi seller (penjual) atau jenis produk dan informasi 
tentang produk, konsumen dapat mengikuti panduan di bawah ini: 
Gambar 1 
 Panduan Produk dijual oleh Lazada.co.id 
Sumber: www.lazada.co.id 
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 Tim Lazada, “Terms of Use” dikutip dari www.lazada.co.id diakses pada 14 
Oktober 2016, hlm 1. 
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Panduan Produk dijual oleh Seller yang Berada di Indonesia 
Sumber: www.lazada.co.id 
Gambar 3 
 Panduan Produk dijual oleh Seller Luar Negeri  
Sumber: www.lazada.co.id 
Pada halaman produk, konsumen dapat mengetahui informasi 
lebih tentang produk dengan membaca semua informasi, seperti ukuran 
produk, masa garansi, nama produsen, dan lainnya di bawah 
tab "detail produk" dan "spesifikasi". 
 
Gambar 4 
Panduan Informasi Tentang Produk 
Sumber: www.lazada.co.id 
Untuk mengetahui stok produk konsumen akan melihat 
informasi ketersediaan di sisi kanan halaman, di mana hal itu 
menunjukkan jelas jumlah produk  jika di bawah 5 buah atau 






Panduan Stok Produk 
Sumber: www.lazada.co.id 
Konsumen dapat memeriksa garansi produk melalui: Kartu 
garansi di dalam paket konsumen dan Dibawah tab spesifikasi di 
halaman produk. 
Gambar 6 
Panduan Garansi Produk 
Sumber: www.lazada.co.id 
Untuk memperbaiki produk “konsumen dapat langsung 
menghubungi atau mengirim produk ke pusat garansi sesuai dengan 
alamat yang tertera di kartu garansi. Konsumen juga dapat melihat 
pusat garansi di peta lazada pada alamat www.lazada.co.id/service-
center. Jika produk dalam masa garansi dan rusak oleh sistem mekanis 
atau listrik, lazada akan mengganti biaya perbaikan. Jika produk luar 
masa garansi, yang akan bertanggung jawab untuk biaya perbaikan 
adalah konsumen. Lazada menyarankan konsumen untuk memperbaiki 
produk di pusat garansi resmi (pusat garansi di kartu garansi) untuk 
memberikan layanan yang lebih baik.” 
3. Pemesanan dan Pembayaran 
Untuk petunjuk lengkap cara pemesanan barang di lazada 













Setelah memesan dan konfirmasi pembayaran lazada akan 
menginformasikan status pesanan terkini melalui email dan/atau SMS. 
Konsumen dapat melakukan pengecekan status pesanan pada link 
berikut http://www.lazada.co.id/order-tracking/. Konsumen dapat 
memesan produk di website lazada tanpa akun, dengan cara memilih 
produk yang Konsumen inginkan dan lanjutkan ke konfirmasi pesanan. 
Kemudian pada langkah login e-mail, masukkan e-mail konsumen dan 
pilih "lanjut tanpa password". 
Gambar 8 
Cara Pesan  Tanpa Akun 
 
Sumber: www.lazada.co.id 
Lazada mempersilahkan konsumen untuk membuat akun agar 
mendapatkan informasi terbaru dan menarik dari Lazada, ditambah 
memiliki informasi dan riwayat order konsumen tersimpan untuk 
pengalaman berbelanja di toko online. Lazada dapat membantu konsumen 
untuk membuat pesanan konsumen melalui telpon jika konsumen 
menginginkan metode pembayaran bayar di tempat (COD). 
Namun, lazada sangat merekomendasikan untuk membuat 
pesanan secara online. Jika ada kondisi Konsumen tidak dapat membuat 
pesanan secara online, silahkan menghubungi Customer Service, Lazada 
akan senang hati membantu Konsumen. 
Untuk menghapus item dalam keranjang belanja konsumen, 
konsumen dapat meng-“klik” pada logo belanja di bagian atas halaman 




pada “Hapus Item”. Keranjang konsumen akan diperbaharui dan item 
akan dihapus. 
Gambar 9 
Panduan Menghapus Item Belanja 
 
Sumber: www.lazada.co.id 
Apabila Konsumen ingin melakukan pemesanan dalam jumlah 
banyak atau pemesanan untuk produk yang sama lebih dari 5 unit, 




a. Pengiriman Pesanan, berikut adalah pilihan pengiriman yang tersedia: 
Tabel 1 










Jika Konsumen bersedia untuk menerima 
produk pesanan sedikit lebih lama, Konsumen 
dapat menikmati *Gratis biaya pengiriman 
atau biaya pengiriman dengan harga yang 
lebih ekonomis menggunakan jenis pengiriman 
ini. Pengiriman ekonomis tidak berlaku untuk 
metode pembayaran ditempat (COD)  
*Gratis biaya kirim hanya berlaku untuk 







Untuk produk lokal, lama pengiriman akan 
disesuaikan dengan lokasi pengiriman. Untuk 
















Pengiriman akan dilakukan 1 hari setelah 
order dibuat apabila pemesanan dilakukan 
sebelum jam 4 sore dan pembayaran telah 
berhasil lazada terima maksimal 2 (dua) jam 
setelah pemesanan. 
Pengiriman akan dilakukan 2 hari setelah 
order dibuat apabila pemesanan dilakukan 
setelah jam 4 sore dan atau pembayaran tidak 
berhasil lazada terima dalam jangka waktu 2 
(dua) jam setelah pemesanan. Pemesanan dan 
pembayaran yang dilakukan sebelum jam 10 
pagi akan dikirimkan di hari yang sama 
Pengiriman cepat hanya dilakukan pada hari 




Pelayanan kurir lazada tidak dapat menjadwalkan 
pengiriman, oleh karena itu lazada tidak dapat menjamin pengiriman 
pesanan konsumen di tanggal dan jam yang ditentukan. Namun, lazada 
dapat meyakinkan Konsumen bahwa lazada bekerjasama dengan mitra 
lazada untuk memberikan pelayanan yang lebih baik di masa depan. 
Kurir lazada tidak dapat mengirimkan produk pesanan pada hari Sabtu 
& Minggu serta hari libur Nasional. Lazada tidak dapat mempercepat 
proses pengiriman. Estimasi pengiriman tergantung dari 
Supplier/Merchant serta wilayah alamat pengiriman Konsumen. 
Lazada akan berusaha untuk memenuhi permintaan 
pembatalan Konsumen, jika pesanan telah masuk proses pengiriman 
dengan menindaklanjuti ke pihak terkait. Untuk permintaan 
pembatalan, mohon hubungi Customer Service lazada 
di http://www.lazada.co.id/contact/. Khusus untuk produk 
internasional, jika pesanan telah masuk proses pengiriman maka 
produk pesanan tidak dapat dibatalkan.  
Lazada Indonesia dapat mengirimkan ke semua wilayah 
Indonesia. Lazada bekerja sama dengan 5 perusahaan logistic: JNE, 
RPX, First Logistic, Pandu Logistic dan TIKI dan lazada juga memiliki 
kurir internal sendiri yaitu Lazada Express (LEX) untuk memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Sedangkan untuk 
pengiriman internasional tidak tersedia di Lazada untuk saat ini. 




konsumen berikan saat konfirmasi pesanan, baik itu alamat rumah atau 
alamat kantor konsumen. 
b. Biaya Pengiriman, Ongkos kirim akan dihitung berdasarkan berat 
produk sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh jasa kurir yang 
bekerja sama dengan lazada dan berdasarkan lokasi pengiriman 
pesanan. Lazada menawarkan layanan pengiriman gratis untuk 
wilayah tertentu untuk berat produk dibawah 7 Kg dan total order 
minimal Rp. 30.000,-. 
Mengenai wilayah cakupan gratis biaya pengiriman dapat dilihat 
pada alamat website di www.lazada.co.id/shipping. Selama proses 




Panduan Melacak  Ongkos Pesanan
 
Sumber: www.lazada.co.id  
Untuk pelanggannya, lazada menerapkan kebijakan biaya 
pengiriman dengan harga yang baru yang lebih adil dan kompetitif untuk 
konsumen. Konsumen dapat melacak pesanan konsumen selama 24 jam/7 
hari dengan mengikuti langkah-langkah berikut: 
1. Buka www.lazada.co.id/order-tracking 
2. Masukkan nomor pesanan dan email konsumen 
3. Tekan "Periksa sekarang" untuk memproses 
Konsumen juga dapat dengan cukup klik "Status Order" di 
bagian atas halaman Lazada, masukkan nomor pesanan dan email 








Panduan Melacak Status Pesanan 
Sumber: www.lazada.co.id 
C. Upaya Lazada.co.id untuk Perlindungan Konsumen 
1. Pengembalian Produk dan Dana 
a. Pengembalian Produk 
Gambar 12 
Skema Pengembalian Produk 
Sumber: www.lazada.co.id 
Konsumen dipersilakan mengisi formulir pengembalian 
pada “formulir pengembalian online”. Konsumen yang memiliki 
pertanyaan dapat menghubungi customer service lazada melalui e-mail 
lazada setiap saat, livechat atau call center (021)80630200 pada Senin-
Jumat (Pukul 09:00-20:00) dan Sabtu-Minggu & Hari libur (Pukul 
09:00-17:00). Sebelum mengembalikan produk, konsumen memastikan 
telah membaca kebijakan pengembalian barang lazada untuk 
memastikan produk layak dikembalikan. Pengembalian yang telah 
sesuai persyaratan, dapat dimulai dengan mengisi “formulir 
pengembalian online”. Konsumen harus login ke akun lazada untuk 




Lazada memiliki kebijakan pengembalian barang, “seluruh 
produk yang dijual di Lazada Indonesia berada dalam jaminan 100% 
Perlindungan Pembeli dan/atau Jaminan Kepuasan, “kecuali di 
tentukan lain pada halaman penawaran produk atau deskripsi produk”. 
Logo kebijakan pengembalian dapat ditemukan pada website lazada 
atau produk/halaman produk.” 
Tabel 2 
Perlindungan dan Jaminan 
Sumber: www.lazada.co.id 
Persyaratan pengembalian produk dan dana yang sah adalah: 
a. Bukti pembelian (nomor pesanan, faktur pembelian, lainnya) 
b. Rincian bank dalam Formulir Pengembalian apabila pembayaran 
dilakukan melalui Bank Transfer / Mandiri Klikpay / Cash on 
Delivery. 
c. Sertakan Formulir Pengembalian dalam bentuk cetak (atau tulis 
Kode Otorisasi Pengembalian-kode RA Anda) di setiap paket 
pengembalian 
d. Mohon kemas ulang produk yang akan dikembalikan dan tempel 
stiker pengembalian diluar paket (tidak pada kardus produk) 
e. Alasan pengembalian harus bersifat sah dan persyaratan 
persetujuan pengembalian barang terpenuhi (lihat tabel berikut) 
f. Mohon kirimkan produk yang ingin dikembalikan ke alamat gudang 
kami yang tercantum di formulir pengembalian barang 
g. Untuk memudahkan proses quality check, apabila produk yang akan 
dikembalikan berupa gadget, laptop atau perangkat lainnya yang 
dilengkapi dengan kata sandi (password), mohon pastikan untuk 
unlock atau menghapus kata sandi pada perangkat tersebut sebelum 










Jaminan Kepuasan (JK) 
Cakupan kebijakan 
pengembalian 
7 hari kalender 14 hari kalender 
Berubah pikiran Tidak Tersedia Tersedia 







b. Alasan Pengembalian 
Jika tidak ditentukan lain pada halaman penawaran produk 
atau di deskripsi produk, konsumen mungkin ingin mengembalikan 
pesanan karena beberapa alasan berikut ini: 
 
Tabel 3 
Alasan Pengembalian Produk 
x : Tidak Diperlukan | ✓: Diperlukan 
Alasan Pengembalian 












Rusak x x ✓ x ✓ 
Cacat x x ✓ ✓ ✓ 
Tidak muat (untuk 
produk fashion) 
*Tidak Berlaku untuk 
produk Internasional 
✓ x ✓ ✓ ✓ 
Tidak sesuai dengan 
website 
✓ x ✓ ✓ ✓ 
Salah/item yang salah ✓ x ✓ ✓ ✓ 
Produk/bagian hilang ✓ x x ✓ ✓ 
Berubah pikiran* 
*Hanya berlaku untuk 
100% Jaminan 
Kepuasan 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Sumber: www.lazada.co.id 
Terdapat catatan, yaitu: “Apabila pengembalian barang 
dinyatakan tidak sah, maka biaya pengiriman barang konsumen tidak 
akan diganti. Produk  konsumen tidak dapat dikembalikan setelah 7 
hari kalender untuk produk dibawah 100% Perlindungan Pembeli dan 
14 hari kalender untuk produk dibawah Jaminan Kepuasan. Setelah 
melewati masa pengembalian barang, apabila produk tersebut 
dilindungi oleh garansi pabrik, silahkan menghubungi pihak pabrik 
secara langsung untuk proses pengembalian yang lebih cepat.” 
Konsumen yang tidak memilih metode Drop Off atau Pick up, 
konsumen dimohon membayar dahulu ongkos kirim ke gudang lazada 
dan Lazada hanya akan mengganti ongkos kirim Reguler. Ongkos kirim 
yang tidak tercantum pada bukti resi akan diganti sesuai tarif Reguler 
JNE (simpan resi untuk bukti). Jika alasan pengembalian adalah 




kirim, apabila pengembalian barang telah dinyatakan sah dan 
menggunakan tarif Reguler. 
Melacak status pengembalian konsumen, konsumen dapat 
melacak dengan menggunakan kode resi yang disediakan oleh kurir 
logistik atau konsumen dapat menggunakan cek “status order” lazada. 
Lama proses pengecekan kualitas produk, proses penggantian dimulai 
setelah lazada menyelesaikan proses evaluasi produk yang 
dikembalikan konsumen. Proses evaluasi kualitas ini membutuhkan 
hingga 3 hari kerja setelah produk diterima di gudang. Lama 
penerimaan penggantian produk, mengacu kepada estimasi waktu 
penggantian produk sesuai pada halaman produk lazada. 
Alamat gudang Lazada untuk mengembalikan produk: 
1. Lazada Warehouse - Lazada Indonesia Warehouse - Puninar 
Logistics Jl. Inspeksi Kirana, Nagrak, Cakung Drain - Cilincing, 
Jakarta Utara 14120. 
2. Lazada Warehouse - Lazada Indonesia - Surabaya Warehouse 
Jl. Rungkut Industri Raya no. 9, Kawasan SIER, Kecamatan 
Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293 (untuk 
wilayah Jawa Timur). 
c. Pengembalian Dana 
Pengembalian dana, dapat diproses dalam kasus pengembalian 
produk atau pembatalan. Lazada menawarkan pilihan pengembalian 
yang berbeda, bagi konsumen dapat memilih metode pembayaran pada 
saat pemesanan. Lazada akan menginformasikan kepada konsumen 
melalui email dan SMS apabila pengembalian dana telah diproses. 
Jumlah atau nilai pengembalian dana akan tertera pada tagihan bank 
konsumen sesuai estimasi waktu masing-masing bank. Jika setelah 
“dua bulan” tagihan terakhir berikutnya pengembalian dana belum 






Metode pengembalian dana 
Waktu pemrosesan 
(setelah pengembalian 
telah di evaluasi) 
Kartu kredit Kartu kredit 7 - 14 hari kerja 
Bank Transfer Transfer Bank / Store kredit 3 - 7 hari kerja 
KlikPay BCA 
Kartu kredit / Rekening 
Tabungan 
7 - 14 hari kerja 
Melalui teller Transfer Bank / Store kredit 3 - 7 hari kerja 
Bayar di tempat 
(COD) 
Transfer Bank / Store kredit 3 - 7 hari kerja 
Store kredit Store kredit 3 - 7 hari kerja 




Store kredit, adalah mekanisme pengembalian senilai dengan 
harga produk yang konsumen pesan. konsumen dapat menggunakan 
store kredit seperti voucher belanja untuk memesan produk. Stoer 
kredit hanya dapat digunakan 1 kali pembelanjaan dan berlaku selama 
1 tahun. Penggunaan kredit store konsumen, Jika store kredit konsumen 
telah tersedia, konsumen akan menerima kode voucher. Kemudian 
konsumen memasukkan kode voucher ini ke kolom kode voucher dan 
klik gunakan voucher saat konfirmasi pesanan. Penyesuaian harga 
akan diterapkan pada total harga pesanan Anda. 
 
Gambar 13 
Panduaan Pengguna Store Kredit 
Sumber: www.lazada.co.id 
Jika konsumen belum menggunakan store kredit di jangka 
waktu yang telah ditentukan, lazada dapat mengaktifkan kembali store 
kredit untuk konsumen. Namun, ada catatan bahwa pengaktifan 
kembali store kredit hanya bisa dilakukan sekali. Store kredit yang 
habis masa berlakunya tidak dapat diaktifkan kembali. 
Konsumen akan menerima email pemberitahuan yang 
menyatakan bahwa lazada sedang memproses pergantian untuk 
pesanan. konsumen juga akan diberikan nomor pesanan yang baru. 
Saat ini lazada menyediakan layanan pengembalian barang secara 
gratis dengan metode drop off dan pick up. 
Layanan Drop off, saat ini lazada bekerja sama dengan PT. 
Pos Indonesia dan PopBox untuk layanan pengembalian barang secara 
gratis dengan sistem Drop off. Drop off adalah layanan pengantaran 
produk yang ingin dikembalikan melalui kantor Pos Indonesia atau 
PopBox. Melalui kantor Pos terdekat, konsumen dapat mengirimkan 
produk yang akan konsumen kembalikan kemudian pihak Pos akan 




yang aman dan memudahkan konsumen untuk melakukan 
pengembalian dengan Gratis. 
Layanan Pick Up, saat ini Lazada bekerja sama dengan 
Etobee untuk layanan pengembalian barang secara gratis dengan 
sistem Pick Up. Pick Up adalah layanan penjemputan produk yang 
dilakukan oleh Etobee. 
 
Langkah-langkah untuk mengembalikan barang secara drop off 
dan pick up adalah sebagai berikut: 
a. Isi formulir pengembalian barang secara online 
b. Setelah mengisi formulir pengembalian barang, konsumen akan 
mendapatkan kode otorisasi atau RA (Return Authorization) yang 
terdiri dari 15 digit dengan prefix RN diikuti dengan (nomor order) 
dan kombinasi angka, contoh: Nomor order 300123123, contoh 
Return Authorization: RN3001231234567 





d. Kemas ulang produk yang ingin dikembalikan, lalu tempel formulir 
diluar kemasan. Pastikan formulir tidak ditempel pada kotak produk 
secara langsung, kami tidak dapat menerima produk yang Anda 
kembalikan apabila kotak produk kami terima dalam kondisi tidak 
seperti semula (sobek, hilang atau sudah ditempel stiker). 
Apabila konsumen tidak dapat mencetak formulir 
pengembalian barang, konsumen dapat menuliskan kode RA dan nomor 
order Anda di kertas lalu tempel di luar kemasan produk yang Anda 
kembalikan. pastikan konsumen menuliskan kedua nomor tersebut 
dengan lengkap.  
Sebagian peraturan lazada yang berkaitan dengan perlindungan 




2. Syarat dan Ketentuan Penggunaan Lazada.co.id 
Syarat penggunaan ini mengatur penggunaan dan akses platform 
(di definisikan di bawah) dan penggunaan layanan (di definisikan di 
bawah). Dengan mengakses platform dan / atau menggunakan layanan, 
konsumen setuju untuk terikat dengan syarat penggunaan ini. Jika 
konsumen tidak menyetujui syarat penggunaan ini, maka konsumen 




Akses atas password dan penggunaan password dilindungi 
dan/atau area tertentu yang diterlindungi pada platform dan/atau 
penggunaan layanan dibatasi hanya untuk pelanggan yang memiliki akun 
saja. konsumen tidak diperbolehkan memperoleh atau berusaha 
memperoleh akses tidak sah ke area platform dan/atau layanan ini, atau 
ke area informasi lain yang dilindungi, dengan cara apapun yang tanpa 
ijin penggunaan khusus oleh lazada. Pelanggaran terhadap ketentuan ini 
merupakan pelanggaran yang didasarkan pada hukum Indonesia dan/atau 
undang-undang dan peraturan yang berlaku.
17
 
a. Penggunaan Layanan 
1) Persyaratan penggunaan umum: dengan ini konsumen setuju:18 
a) Untuk selalu mengakses dan/atau menggunakan layanan hanya 
untuk tujuan yang tidak melanggar hukum, dan dengan cara yang 
sah dan selanjutnya setuju untuk melakukan kegiatan yang 
berkaitan dengan layanan dengan itikad baik; dan 
b) Memastikan bahwa setiap informasi atau data yang konsumen 
berikan/umumkan/posting atau yang dimunculkan di platform 
sehubungan dengan layanan adalah akurat dan setuju untuk 
bertanggung jawab atas informasi dan data tersebut. 
c) Deskripsi produk: lazada selalu berusaha untuk memberikan 
deskripsi yang akurat tentang produk, namun tidak 
bertanggungjawab atas jaminan bahwa deskripsi tersebut akurat, 
terkini atau bebas dari kesalahan. 
d) Harga produk: semua harga terdaftar tunduk pada pajak, kecuali 
dinyatakan lain. Lazada berhak untuk mengubah daftar harga 
setiap saat tanpa memberikan alasan apapun atau pemberitahuan 
sebelumnya. 
e) Vendor pihak ketiga: dengan ini konsumen mengetahui bahwa 
atas keberadaan pihak – pihak lain selain lazada (vendor pihak 
ketiga) yang mendaftar dan menjual produk di platform. Produk 
yang dijual di platform oleh lazada atau vendor pihak ketiga 
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dapat dicantumkan pada daftar produk pada laman web. Untuk 
menghindari keraguan, setiap transaksi atau kesepakatan atas 
penjualan produk vendor pihak ketiga kepada pelanggan, adalah 
kesepakatan atau perjanjian yang dibuat langsung oleh 
pelanggan dan vendor pihak ketiga, yang mengikat hanya antara 
pelanggan dan vendor pihak ketiga. 
 
b. Keterbatasan lazada atas tanggung jawab dan kewajiban 
1) Tidak ada pernyataan atau jaminan: layanan, platform dan material 
yang tersedia adalah berbasis "sebagaimana adanya" dan 
"sebagaimana tersedia". Semua data dan/atau informasi yang 
terkandung dalam Platform, layanan atau material yang disediakan 
ditujukan sebagai informasi saja. Tidak ada pernyataan atau 
jaminan apapun, yang tersirat, tersurat maupun diatur, termasuk 
jaminan non-pelanggaran (non-infringement) atas pihak ketiga yang 
meliputi: hak, kepemilikan, kelayakan jual (merchantability), 
kualitas yang memuaskan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, 
sehubungan dengan platform, layanan atau material. 
 




a) Akurasi, ketepatan waktu, kecukupan, nilai komersial atau 
kelengkapan dari semua data dan/atau informasi yang 
terkandung dalam platform, layanan atau material; 
b) Bahwa platform, layanan atau bahwa setiap material selalu 
tersedia tanpa gangguan, aman atau bebas dari kesalahan atau 
kelalaian, atau setiap cacat yang ditemukan akan langsung 
diperbaiki; 
c) Bahwa platform, layanan atau material selalu bebas dari virus  
komputer atau kode berbahaya lainnya, merugikan, merusak, 
agen, program atau macro; dan 
d) Keamanan atas informasi apapun yang dikirim oleh konsumen 
atau untuk konsumen melalui platform atau layanan, dan dengan 
ini konsumen menerima risiko bahwa informasi apapun yang 
dikirim atau diterima melalui layanan atau platform dapat 
diakses oleh pihak ketiga yang tidak sah dan/atau diungkapkan 
oleh lazada atau petugas, karyawan atau agen kepada pihak 
ketiga yang mengaku konsumen atau mengaku bertindak di 
bawah otoritas konsumen. Transmisi melalui Internet dan surat 
elektronik dapat dikenakan gangguan, transmisi pemadaman, 
tertunda transmisi karena lalu lintas internet atau transmisi data 
yang tidak benar karena sifat publik dari internet. 
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2) Pengecualian pertanggungjawaban: lazada tidak bertanggung jawab 
kepada konsumen untuk kerugian apapun atau apapun penyebabnya 
(dalam bentuk apapun) yang timbul secara langsung atau tidak 
langsung yang terkait atas:
20
 
a) Akses, penggunaan dan/atau ketidakmampuan untuk 
menggunakan platform atau layanan; 
b) Ketergantungan konsumen (mengandalkan) pada data atau 
informasi yang tersedia melalui platform dan/atau melalui 
layanan. Konsumen tidak seharusnya bertindak hanya 
mengandalkan data atau informasi tanpa terlebih dahulu secara 
independen/mandiri memverifikasi isinya; 
c) Sistem, server atau koneksi yang gagal, kesalahan, kelalaian, 
gangguan, keterlambatan dalam transmisi, virus komputer atau 
kode berbahaya, merugikan, merusak lainnya, agent 
program atau macros; dan 
d) Setiap penggunaan atau akses ke website lain atau halaman web 
yang ter-link dengan platform atau terdapat link –nya di 
platform, walaupun jika lazada atau petugas lazada atau agen 
atau karyawan lazada telah diberitahukan, atau mungkin telah 
diantisipasi, atas kemungkinan yang sama. 
3) Resiko konsumen sendiri: setiap risiko kesalahpahaman, kesalahan, 
kerusakan, biaya atau kerugian yang diakibatkan dari penggunaan 
platform, adalah sepenuhnya risiko konsumen sendiri dan lazada 
tidak bertanggung jawab untuk itu.
21
 
4) "Platform" berarti: (a) web dan/atau versi mobile dari web yang 
dioperasikan dan/atau dimiliki oleh Lazada yang saat ini terletak 
di URL berikut: www.lazada.co.id; dan (b) aplikasi mobile yang 




5) "Konsumen" merujuk pada pelanggan, pembeli dan/atau individu 
berusia di atas 18 tahun atau yang di bawah 18 tahun namun 





3. Syarat & Ketentuan Penjualan Lazada.co.id 
Kegagalan pengiriman produk: jika penjual (pihak lazada 
maupun vendor pihak ketiga) gagal mengirimkan produk; dan/atau kurir 
gagal mengirimkan produk; dan/atau barang hilang pada saat 
pengiriman, dan/atau pelanggan gagal menerima pengiriman produk 
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dikarenakan kesalahan dan/atau kelalaian-nya sendiri (selain karena 
alasan sebab apapun di luar kendali yang wajar pelanggan atau dengan 
alasan kesalahan penjual) maka tanpa mengurangi hak penjual untuk 
melakukan pengiriman ulang atau tindakan perbaikan lainnya, penjual 
dapat saja memutuskan untuk mengakhiri atau membatalkan pesanan atau 
kontrak pelanggan. Jika dalam hal ini, pelanggan telah membayarkan 
pembayaran atas produk maka lazada akan mengembalikan pembayaran 




a. Syarat dan Ketentuan Penjualan 
Penjual mengikatkan diri hanya untuk memberikan produk 
sesuai dengan gambaran umum di mana mereka dijual, apakah ada 
atau tidak ada keterangan khusus atau keterangan tertentu harus telah 
diberikan atau dinyatakan secara tersirat oleh hukum. Setiap 
keterangan khusus atau tertentu yang harus diambil hanya sebagai 
ekspresi pendapat penjual. Lazada maupun penjual tidak memberikan 




Jika ada keterlambatan dalam pengiriman produk, penjual 
dan/atau lazada dapat saja dengan kebijakannya sendiri menawarkan 
voucher kepada Pelanggan. dengan diterimanya voucher tersebut oleh 
pelanggan, maka dengan penerimaan tersebut tanda pelanggan setuju 
untuk tidak memberikan tuntutan lebih lanjut terhadap penjual dan 
lazada. 
 
b. Pengembalian Dana Pembayaran:26 
Semua pengembalian dana akan dilakukan melalui mekanisme 
pembayaran asal kepada orang yang membuat pembayaran asal, 
kecuali untuk cash on delivery, di mana pengembalian dana akan 
dilakukan melalui transfer bank ke rekening bank individu Pelanggan 
dengan syarat rincian rekening bank yang diberikan kepada lazada 
telah lengkap dan akurat. 
 
c. Pengembalian / Perbaikan / Penggantian 
1) Semua pengembalian harus dilakukan sesuai dengan petunjuk yang 
ditetapkan dalam kebijakan pengembalian di 
http://www.lazada.co.id/helpcenter/returns-refunds/#answer-faq-
return-ans. Penjual tidak berkewajiban untuk menyetujui 
pengembalian kecuali semua instruksi tersebut diikuti. Jika penjual 
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setuju untuk pengembalian, penjual akan memberikan penggantian 
produk ke alamat konsumen.
27
 
2) Pengembalian yang diijinkan: sesuai dengan Pasal 6.1, dalam 
jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 
pengiriman produk, konsumen dapat mengembalikan produk jika,
28
 
a) Menerima produk yang secara fundamental berbeda dari produk 
ditetapkan dalam kontrak pelanggan; atau 
b) Menerima produk yang rusak atau salah.  Jika pelanggan 
menerima produk palsu maka kewajiban lazada hanya terbatas 
pada pengembalian dana, lazada tidak wajib mencarikan produk 
pengganti untuk pelanggan. 
3) Penggantian produk: penggantian produk dilakukan hanya jika 
lazada dan/atau penjual telah setuju. Jika lazada (atau penjual) 
telah setuju memberikan penggantian produk atau telah setuju untuk 
memberikan pengembalian dana kepada pelanggan, produk dan 
seluruh komponen atau lengkap dengan kemasannya dan seluruh isi-
nya, wajib dikembalikan atau dikirim kembali ke penjual secepatnya 
dengan biaya pengiriman ditanggung oleh pelanggan.
29
 
4) Resiko kerusakan atau kehilangan: pada saat produk telah 
berpindah tangan dari kurir kepada pelanggan atau orang lain yang 
mewakili pelanggan, atau orang yang pelanggan tuju/tunjuk atau 
pihak yang berwenang untuk menerima barang di kantor atau 
hunian, maka risiko kerusakan atau hilangnya produk berada pada 
pelanggan. Penjual wajib memastikan kurir untuk selalu 
mendapatkan nama jelas penerima barang dan waktu 




d. Pertanyaan dan Keluhan 
Jika konsumen memiliki pertanyaan atau keluhan, silahkan 
menghubungi lazada melalui http://www.lazada.co.id/contact/ atau 
menggunakan pilih/klik "hubungi lazada" pada 
http://www.lazada.co.id/faq/ , atau dengan menghubungi customer 
service lazada, lazada akan bekerja sama dengan penjual untuk 




e. Pembatasan Tanggung Jawab32 
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1) Remedi: “remedi yang ditetapkan dalam Pasal 6 adalah remedi atas 
ketidaksesuaian atau cacat pada produk yang berlaku satu-satunya 
dan eksklusif.” 
2) Tanggung jawab maksimal: “kewajiban maksimum penjual kepada 
konsumen atau pihak lain untuk semua kerugian, yang timbul dari 
atau berhubungan dengan penjualan produk dalam setiap kontrak 
pelanggan, tidak akan melebihi jumlah yang konsumen bayar dalam 
kontrak pelanggan tersebut.” 
3) Pengecualian tanggung jawab: “lazada tidak bertanggung jawab 
kepada konsumen untuk setiap kerugian apapun atau apapun 
penyebabnya (apapun bentuknya) yang timbul langsung maupun 
tidak langsung berhubungan dengan: (i) piutang pengguna lain 
dalan platform yang berkaitan dengan pembelian produk apapun; 
(ii) penjualan produk oleh penjual vendor ketiga untuk konsumen, 
atau penggunaan produk, atau pnejualan kembali produk oleh 
konsumen; dan (iii) setiap cacat timbul dari keausan, kerusakan 
yang disengaja, penyalahgunaan, kelalaian, kecelakaan, 
penyimpanan abnormal dan atau kondisi penggunaan, perubahan 
atau modifikasi produk atau kegagalan mematuhi instruksi penjual 
(atau instruksi di deskripsi produk atau di manual) terhadap 
penggunaan produk (baik lisan ataupun tertulis).” 
 
f. Umum33 
1) Hukum yang berlaku: syarat & ketentuan penggunaan dan 
penjualan akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum 
Indonesia dan konsumen dengan ini tunduk pada yurisdiksi eksklusif 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  
2) Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 11.7, “sengketa, 
perselisihan atau gugatan yang timbul dari atau berhubungan 
dengan kontrak ini, atau pelanggaran, penghentian atau cacat 
daripadanya harus diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan 
Aturan Arbitrase Dewan Nasional Indonesia arbitrase (Badan 
arbitrase Nasional Indonesia - "BANI"). Sidang arbitrase harus 
terdiri dari arbiter tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua BANI. Tempat 
arbitrase adalah Jakarta. Setiap keputusan oleh pengadilan 
arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.” 
3) Force Majeure: “lazada dilepaskan dari pertanggungjawaban atas 
wanprestasi, kesalahan, gangguan atau keterlambatan dalam 
pelaksanaan kewajiban atau untuk setiap ketidakakuratan, atau 
ketidaksesuaian di platform dan / atau isi layanan, jika hal tersebut 
disebabkan, secara keseluruhan atau sebagian, langsung atau tidak 
langsung, oleh suatu peristiwa atau kegagalan yang disebabkan 
force majeur atau keadaan memaksa.” 
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PERLINDUNGAN KONSUMEN E-COMMERCE LAZADA.CO.ID 
 
A. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Ekonomi Islam 
1. Muamalah 
Transaksi dalam lazada memiliki karakteristik seperti transaksi 
konfensional, perbedaanya terdapat pada media yang digunakan. sehingga 
dapat dikatakan bahwa transaksi pada e-commerce lazada adalah mubah 
karena segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang telah 
ditentukan haram oleh syara‟. 
Dijelaskan dalam syarat dan ketentuan penggunaan lazada bahwa 
jika konsumen tidak menyetujui syarat penggunaan ini, maka konsumen 
jangan/berhenti mengakses dan/atau menggunakan platform atau layanan 
ini.
1
 Sehingga dapat dikatakan transaksi antara konsumen dengan lazada 
maupun vendor pihak ketiga (penjual lain dalam lazada) dilakukan tanpa 
paksaan. Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah bahwa muamalah 
dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa paksaan. 
Transaksi pada lazada diatur dalam Persyaratan penggunaan 
layanan umum, yaitu dengan ini konsumen setuju: Untuk selalu mengakses 
dan/atau menggunakan layanan hanya untuk tujuan yang tidak melanggar 
hukum, dan dengan cara yang sah dan selanjutnya setuju untuk melakukan 
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kegiatan yang berkaitan dengan layanan dengan itikad baik.
2
 Sebagaimana 
dalam prinsip muamalah dijelaska bahwa muamalah dilakukan atas dasar 
mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat. 
Lazada.co.id menawarkan solusi untuk masyarakat Indonesia agar 
dapat menikmati berbagai kemudahan dalam berbelanja online dengan 
menyediakan website yang mudah digunakan dan sistem pembayaran 
online yang lengkap. Lazada menjamin kenyamanan konsumen ketika 
konsumen  browsing produk yang sedang dicari dan juga menjamin opsi 
pembayaran yang aman.
3
 Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tujuan 
untuk mencurangi konsumen sehingga dalam hal ini lazada sesuai dengan 
prinsip muamalah, yaitu bahwa muamalah memelihara keadilan. 
Uraian diatas sesuai dengan empat prinsip muamalah yang 
dijelaskan oleh Ahmad Azhar Basyir, yaitu: menjelaskan tentang empat 
prinsip muamalah
4
 yang dikemukakannya, antara lain: segala bentuk 
muamalah adalah mubah kecuali yang telah ditentukan oleh syara‟; 
muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa paksaan; muamalah 
dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat; 
muamalah memelihara keadilan, berarti bahwa segala bentuk muamalah 
yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. 
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2. Jual Beli 
E-commerce merupakan metode untuk menjual produk secara 
online melalui fasilitas internet yang efektif untuk diimplementasikan 
dewasa ini. Dalam hal ini para pihak baik konsumen maupun pelaku usaha 
diharuskan benar-benar memahami dan ahli dalam menggunakan internet. 
Sebagaimana perkataan Umar.r.a., “Tidak boleh berdagang di pasar kami 
kecuali orang yang memahami agama. Apabila tidak maka dia akan 
memakan riba, baik dia kehendaki maupun tidak dia kehendaki.” Terdapat 
redaksi lain yang menerangkan perkataan Umar tersebut, yaitu “janganlah 
kalian berjual beli di pasar samapai paham dengan hukum pasar”.5 
Transaksi pada e-commerce lazada adalah bentuk jual beli tanpa 
bertemunya marchant (penjual) yang menawarkan barang atau jasa, 
dengan buyer (pembeli)  yang membutuhkan barang atau jasa. Tetapi 
keduanya dapat saling berkomunikasi melalui media internet. Sehingga 
dalam jual beli di lazada di mana, para pelaku transaksi sebagai yang 
menjadi salah satu rukun jual beli telah terpenuhi. 
Penawaran yang dilakukan lazada, yaitu dengan menampilkan 
katalog barang-barang yang disediakan dalam situs lazada kepada 
pelanggan. Dalam setiap katalog disertai dengan keterangan harga yang 
jelas. Hal ini memenuhi rukun kedua jual beli, yaitu terdapat objek 
transaksi (harga dan barang). 
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Terjadinya kesepakatan atau akad yang merupakan rukun ketiga, 
dalam transaksi e-commerce lazada antara penjual dan pembeli dinyatakan 
dengan persetujuan pelanggan untuk memesan atau order suatu barang. 
Cara pemesanan dijelaskan dalam klausula berikut, “pemesanan 
konsumen: konsumen dapat memesan order konsumen dengan mengisi 
formulir order pada platform dan mengklik pada tombol "konfirmasi 




Sebagaimana salah satu syarat dalam jual beli, yaitu para pelaku 
akad adalah mereka yang telah baligh, berakal dan mengerti. Begitu juga 
aturan lazada mensyaratkan bahwa "Konsumen" merujuk pada pelanggan, 
pembeli dan/atau individu berusia di atas 18 tahun atau yang di bawah 18 




3. Kontrak Islam 
Setiap kontrak pelanggan yang terjadi setelah “konfirmasi 
pesanan” dalam situs lazada, yang kemudian hal tersebut menimbulkan 
perikatan antara lazada dan konsumen. Perikatan dalam Islam memiliki 
asas-asas yang menunjang suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian pada 
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lazada dapat dilihat melalui asas-asas sebagai berikut: Dalam hukum 
perjanjian Islam dikenal asas-asas sebagai berikut
8
:  
a. Al-Hurriyah (kebebasan), para pihak dalam transaksi lazada bebas 
untuk membuat suatu perjanjian atau akad (freedom of making 
contract)
9
, tanpa paksaan dari pihak manapun. Al-Musawah (Persamaan 
atau kesetaraan), para pihak mempunyai kedudukan (bargining 
position) yang sama, Islam menunjukkan setiap orang mempunyai 
kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law). Tetapi 
pada lazada, jika konsumen telah mengkonfirmasi pesanan maka 
kedudukannya akan berada pada posisi yang lemah. Karena konsumen 
harus tunduk pada perjanjian baku atau standar kontrak yang 
diberlakukan oleh lazada. 
b. Al-„Adalah (Keadilan), perjanjian harus mendatangkan keuntungan 
yang adil dan tidak mendatangkan kerugian pada salah satu pihak. 
Begitu juga tujuan dari lazada dimana pembeli mendapat manfaat atau 
terpenuhi kebutuhannya dari lazada dan penjual atau lazada mendapat 
keuntungan dari transaksi tersebut. 
c. Al-Ridha (Kerelaan), dasar transaksi adalah suka sama suka antara 
masing-masing pihak. Sebagaimana pada uraian sebelumnya, bahwa 
dalam e-commerce dan juga lazada terdapat perjanjian baku di mana 
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konsumen dapat dinyatakan ridha (rela) jika telah menyetujui segala 
klausula yang tertera. 
d. Ash-Shidq (Kebenaran dan Kejujuran), faktor kepercayaan menjadi 
(trust) menjadi sesuatu menjadi sesuatu yang esensial demi 
terlaksananya suatu perjanjian atau akad. Dalam aturan lazada terdapat 
sebuah klausula untuk mengantisipasi jika suatu saat lazada dinyatakan 
tidak berlaku benar, yaitu penjual mengikatkan diri hanya untuk 
memberikan produk sesuai dengan gambaran umum di mana mereka 
dijual, apakah ada atau tidak ada keterangan khusus atau keterangan 
tertentu harus telah diberikan atau dinyatakan secara tersirat oleh 
hukum. Setiap keterangan khusus atau tertentu yang harus diambil 
hanya sebagai ekspresi pendapat penjual. Lazada maupun penjual tidak 




e. Al-Kitabah (Tertulis), bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara 
tertulis demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi 
sengketa.
11
 Maksud tertulis dalam lazada adalah tulisan atau catatan 
dalam bentuk elektronik atau bentuk lain yang tersimpan di database 
lazada. Klausula yang berkaitan dengan catatan perjanjian, yaitu 
“konsumen mengakui dan menyetujui bahwa setiap catatan (termasuk 
catatan dari setiap percakapan telepon terkait dengan layanan, jika ada) 
dikelola oleh lazada atau penyedia layanan lazada yang berhubungan 
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dengan atau yang berhubungan dengan platform dan layanan bersifat 
mengikat dan konklusif pada konsumen untuk semua tujuan apapun dan 
menjadi bukti dari setiap informasi dan/atau data yang dikirimkan 
antara lazada dan konsumen. Konsumen setuju bahwa semua catatan 
tersebut diterima sebagai bukti dan bahwa konsumen tidak akan 
menantang atau membantah diterimanya, keandalan, akurasi atau 
keaslian catatan tersebut dengan alasan karena catatan tersebut dalam 
bentuk elektronik atau output dari sistem komputer.”12 
4. Penyelesaian Perselisihan 
Diantara tiga jalan penyelesaian perselisihan dalam perikatan 
Islam, yaitu perdamaian (as-shulhu), arbitrase (tahkim) dan proses 
peradilan (Al-Qadha). Jika terjadi peselisihan atau sengketa, lazada 
menetapkan penyelesaian melalui jalaur arbitrase (tahkim) sebagaimana 
dalam klausula, “sengketa, perselisihan atau gugatan yang timbul dari atau 
berhubungan dengan kontrak ini, atau pelanggaran, penghentian atau cacat 
daripadanya harus diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan 
Arbitrase Dewan Nasional Indonesia (Badan arbitrase Nasional Indonesia - 
"BANI"). Sidang arbitrase harus terdiri dari arbiter tunggal, yang ditunjuk 
oleh Ketua BANI. Tempat arbitrase adalah Jakarta. Setiap keputusan oleh 
pengadilan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak”.13 Tetapi 
dalam kasus yang sudah berlalu lazada lebih memilih jalur perdamaian 
(s}ulh}u), jika terjadi ketidaksesuaian pada barang yang diterima konsumen. 
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Hal ini diperkuat dengan adanya bab dalam aturan lazada tentang 
“pengembalian/ perbaikan/ penggantian”.14 
5. Khiyar 
Dalam akad atau perjanjian jual beli, Islam mengenal adanya 
suatu hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual beli 
yang dilaksanakan, yaitu hak khiyar. Ketentuan mengenai khiyar dapat 
lebih memberikan perlindungan hukum bagi pembeli selaku konsumen 
atas suatu produk. Ketentuan mengenai khiyar merupakan salah satu 
sarana agar kesepakatan yang dibuat oleh para pihak lebih sempurna.15 
Dalam hal ini terdapat kalusula yang menerangkan tentang pengembalian 
oleh lazada yang dapat dikiaskan dengan khiyar, “Pengembalian yang 
diijinkan: sesuai dengan Pasal 6.1, dalam jangka waktu 14 (empat belas) 
hari terhitung sejak tanggal pengiriman produk, konsumen dapat 
mengembalikan produk jika sesuai dengan syarat sebagai berikut:
16
 
c) Menerima produk yang secara fundamental berbeda dari produk 
ditetapkan dalam kontrak pelanggan; atau 
d) Menerima produk yang rusak atau salah.  Jika pelanggan menerima 
produk palsu maka kewajiban lazada hanya terbatas pada pengembalian 
dana, lazada tidak wajib mencarikan produk pengganti untuk 
pelanggan.” 
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Jika dianalisis dalam peraturan e-commerce lazada di atas 
terdapat beberapa bentuk khiyar yang dapat diklasifikasikan, 
f. Khiyar syarat yaitu “hak memilih antara melangsungkan atau 
membatalkan akad yang telah terjadi, bagi masing-masing atau salah 
satu pihak dalam waktu tertentu.” Sesuai dengan kebijakan 
pengembalian barang lazada di mana dalam jangka waktu 14 (empat 
belas) hari terhitung dari tanggal konsumen menerima barang sampai 
tanggal cap pos yang tertera pada paket yang dikembalikan kepada 
lazada, konsumen dapat mengembalikan produk jika memenuhi syarat 
pengembalian. 
g. Khiyar „aib yaitu khiyar cacat “hak khiyar (tetap melangsungkan atau 
membatalkan suatu akad) terhadap suatu barang yang mengandung 
cacat setelah diterima oleh pembeli.” Diterangkan jika konsumen 
menerima produk yang secara fundamental berbeda dari produk 
ditetapkan dalam kontrak pelanggan; atau menerima produk yang rusak 
atau salah maka konsumen dapat mengembalikannya kepada lazada. 
Khiyar Rukyat yaitu dimana pembeli hanya mengetahui sifat-sifat 
dari suatu barang tanpa melihat barang tersebut. Sehingga apabila telah 
terjadi akad, tetapi barang yang diserahkan tidak sesuai dengan sifat 
atau spesifikasi yang telah ditentukan, maka pembeli berhak untuk tetap 
melangsungkan atau membatalkan akad yang telah dibuat.
17
 
Sebagaimana uraian di atas jika barang yang diterima konsumen tidak 
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sesuai dan memenuhi syarat dalam kebijakan pengembalian barang 
lazada maka konsumen dapat menggunakan hak tersebut. 
 
B. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Positif 
1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) 
Dalam UUPK terdapat beberapa asas yang menjadi dasar 
penyelenggaran perlindungan konsumen. Asas pada UUPK ini memiliki 
banyak kesamaan dengan prinsip muamalah seperti pada uraian sub-bab 
sebelumnya. Dalam undang-undang perlindungan konsumen terdapat 
beberapa hal yang menjadi tujuan perlindungan konsumen, yang dapat 
dibandingkan dengan peraturan lazada, di antaranya yaitu: 
a. Sebagaimana dapat dilihat pada peraturan lazada, terdapat aturan 
yang detail tentang syarat penggunaan dan syarat penjualan pada 
platform atau layanan lazada. Ini menunjukkan bahwa lazada memiliki 
niat memberikan kepuasan terhadap konsumen atau bentuk dari 
strategi marketing lazada untuk menarik pelanggan. Sebagai konsumen 
hal pertama yang harus dilakukan adalah membaca, memahami dan 
mengerti tentang aturan baku yang ditetapkan oleh lazada, hal ini 
untuk meningkatkan kesadaran perlindungan pada konsumen 
sebagaimana menjadi tujuan perlindungan konsumen, yaitu: 
“meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 
untuk melindungi diri”18 
b. Dalam aturan lazada pada bab keterbatasan lazada atas tanggung 
jawab dan kewajiban, didalamnya memuat klausula, yaitu “platform, 
layanan atau material yang disediakan ditujukan sebagai informasi 
saja. Tidak ada pernyataan atau jaminan apapun, yang tersirat, 
tersurat maupun diatur, termasuk jaminan non-pelanggaran (non-
infringement) atas pihak ketiga yang meliputi: hak, kepemilikan, 
kelayakan jual (merchantability), kualitas yang memuaskan atau 
kesesuaian untuk tujuan tertentu, sehubungan dengan platform, 
layanan atau material. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain yang 
berlaku.”19 Klausula ini menunjukkan bahwa lazada berlindung pada 
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standart contract jika terdapat atau terjadi pelanggaran atau akses 
negatif pada platform lazada, hal ini tidak sesuai dengan tujuan kedua 
perlindungan konsumen, yaitu “mengangkat harkat dan martabat 
konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif 
pemakaian barang dan/atau jasa.”20 Bahwa salah satu hak konsumen 
adalah mendapat informasi yang jelas, benar dan jujur tentang produk 
dari pelaku usaha. Karena pada dasarnya konsumen dan pelaku usaha 
sama-sama dilindungi dari iktikad tidak. 
c. Sistem transaksi dalam e-commerce lazada memberikan informasi yang 
jelas terhadap pilihan barang yang sangat beraneka ragam karena 
lazada adalah e-commerce yang berbentuk retail dan juga berbentuk 
maketplace, yaitu barang yang ditawarkan dengan sistem grosir atau 
eceran dan membuka peluang kepada penjual lain (vendor pihak 
ketiga) untuk berjualan di lazada. Dalam peraturan lazada telah 
dijelaskan hak-hak konsumen lazada, yaitu berupa informasi 
penggunaan dan penjualan lazada, hak pengembalian jika memenuhi 
syarat, dan hak untuk bertanya atau menyampaikan keluhan seperti 
dijelaskan dalam klausula berikut, “Jika konsumen memiliki 
pertanyaan atau keluhan, silahkan hubungi lazada 
melalui http://www.lazada.co.id/contact/ atau menggunakan pilih/klik 
"hubungi lazada" pada http://www.lazada.co.id/faq/ , atau dengan 
menghubungi customer service lazada, lazada akan bekerja sama 
dengan penjual untuk menjawab pertanyaan dan keluhan konsumen.”21 
Hal ini sesuai dengan tujuan ketiga perlindungan konsumen, yaitu 
“meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, 
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen”22 
d. Dalam transaksi lazada perlindungan hukum bagi konsumen, peraturan 
yang ditetapkan lazada telah diatur sesuai dengan hukum yang berlaku 
di Indonesia, hal ini dijelaskan dalam klausula sebagai berikut, 
“hukum yang berlaku: syarat & ketentuan penjualan (juga 
penggunaan) akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum 
Indonesia dan konsumen dengan ini tunduk pada yurisdiksi eksklusif 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.”23 
Penjelasan di atas sesuai dengan tujuan perlindungan konsumen 
yang keempat yaitu, “menciptakan sistem perlindungan konsumen yang 
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta 
akses untuk mendapatkan informasi”24 
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e. Dalam standard contract atau perjanjian baku yang ditetapkan lazada, 
dijelaskan aturan yang memberikan perlindungan pada konsumen pada 
intinya terdapat pada syarat dan ketentuan penjualan pasal 6, yaitu 
tentang pengembalian / perbaikan / penggantian. Dan sebagian lain 
dari perjanjian baku lazada berisi klausul tentang berlindunganya 
lazada jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran. Hal ini berkaitan 
dengan tujuan perlindungan konsumen yang kelima, yaitu 
“menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha”25 
f. Pada transaksi lazada hal pertama yang dilakukan konsumen adalah 
melihat katalog yang ditawarkan lazada baik melalui browsing pada 
situs lazada maupun melalui aplikasi lazada di smartphone atau IOS. 
Lazada menjamin kenyamanan konsumen ketika konsumen  browsing 




Lazada memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pelanggan 
dengan meningkatkan kualitas platform dari waktu ke waktu. Hal ini 
berkaitan dengan tujuan perlindungan konsumen yang keenam, yaitu 
“meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”27 
 
Hak konsumen menurut ketetapan UUPK, sebagai berikut
28
: 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Dalam transaksi e-commerce 
lazada tidak ada aturan yang khusus mengatur Hak atas kenyamanan, 
keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau 
jasa tetapi terdapat klausula tentang pembatasan tanggung jawab 
lazada, di sana disebutkan “remedi yang ditetapkan dalam Pasal 6 
adalah remedi atas ketidaksesuaian atau cacat pada produk yang 
berlaku satu-satunya dan eksklusif,”29 sebagai bentuk perlindungan 
terhadap konsumen lazada. 
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan; konsumen berhak untuk bebas memilih 
barang dan/atau jasa dalam transaksi lazada, karena tersedia katalog 
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yang memiliki tampilan yang jelas pada platform lazada. Karena 
lazada bebentuk retail dan marketplace, maka terdapat dua penjual, 
yaitu lazada dan penjual lain (vendor pihak ketiga) sehingga tanggung 
jawab kembali kepada masing-masing penjual. Hal ini dijelaskan pada 
keterangan produk-produk yang ditawarkan lazada. 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/ataujasa; Dalam hak konsumen ini lazada 
membatasi diri sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 syarat dan 
ketentuan penggunaan, bab keterbatasan lazada atas tanggung jawab 
dan kewajiban. Dan kemudian dilanjutkan dengan Pasal 6 syarat dan 
ketentuan penjualan sebagai pertanggung jawaban. 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan; Dalam hal ini lazada memberikan kebebasan 
terhadap konsumen untuk menyampaikan pertanyaaan, pendapat 
maupun keluhan kepada pihak lazada sebagaimana dijelaskan pada 
Pasal 7 syarat dan ketentuan penjualan. 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa lazada mengikuti 
aturan sesuai dengan hukum Indonesia dan konsumen dengan ini 
tunduk pada yurisdiksi eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 
Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 11 angka 7 syarat dan ketentuan 
penjualan. Sehingga jika terjadi sengketa, perselisihan atau gugatan 
yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini, atau 
pelanggaran, penghentian atau cacat daripadanya harus diselesaikan 
melalui arbitrase sesuai dengan Aturan Arbitrase Dewan Nasional 
Indonesia arbitrase Badan arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
30
 
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; Hak 
konsumen ini kembali kepada masing-masing konsumen di mana pihak 
lazada telah menyiapkan berbagai informasi, peraturan dan 
keterangan yang dapat diakses secara bebas pada platform lazada. 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; Pada lampiran definisi lazada yang dimaksud 
dengan pelanggan berarti “pembeli dan/atau pengguna yang sah dari 
platform dan/atau layanan.” Bahwa semua pelanggan yang 
mengadakan kontrak dengan lazada diharuskan untuk memahami 
syarat dan ketentuan baik itu penggunaan maupun penjualan. Karena 
sebagaimana dijelaskan, pada Keterbatasan lazada atas tanggung 
jawab dan kewajiban, “tidak ada pernyataan atau jaminan: layanan, 
platform dan material yang tersedia adalah berbasis "sebagaimana 
adanya" dan "sebagaimana tersedia". Semua data dan/atau informasi 
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yang terkandung dalam Platform, layanan atau material yang 
disediakan ditujukan sebagai informasi saja.”31 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Jika terjadi kegagalan 
atau barang tidak sesuai, berbeda maupun rusak maka peraturan 
lazada telah mengatur hak konsumen tersebut, yaitu Pengembalian / 
Perbaikan / Penggantian,bahwa “semua pengembalian harus 
dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan dalam kebijakan 
pengembalian di http://www.lazada.co.id/helpcenter/returns-
refunds/#answer-faq-return-ans. Penjual tidak berkewajiban untuk 
menyetujui pengembalian kecuali semua instruksi tersebut diikuti. Jika 
penjual setuju untuk pengembalian, penjual akan memberikan 
penggantian produk ke alamat konsumen.”32 Dan jika pengembalian 
tersebut berhubungan dengan dana, maka telah diatur pada aturan 
pengembalian dana pembayaran, yaitu: “semua pengembalian dana 
akan dilakukan melalui mekanisme pembayaran asal kepada orang 
yang membuat pembayaran asal, kecuali untuk cash on delivery, di 
mana pengembalian dana akan dilakukan melalui transfer bank ke 
rekening bank individu pelanggan dengan syarat rincian rekening bank 
yang diberikan kepada lazada telah lengkap dan akurat.” 33 
 
Terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam 
hukum yang berhubungan dengan peraturan lazada, diantaranya adalah:
34
 
a. Kesalahan (liability based on fault), Jika terdapat unsur kesalahan 
yang disebabkan atau dilakukan oleh pihak lazada sebagai pelaku 
usaha dan vendor pihak ketiga. Pada prakteknya lazada memiliki 
aturan pengembalian produk dan dana sebagai bentuk tanggung jawab 
kepada konsumen jika terjadi kesalahan dari pihak lazada. Sedangkan 
jika kesalahan berasal dari vendor pihak ketiga
35
 maka tanggung 
jawabnya secara langsung dipegang oleh vendor pihak ketiga. Posisi 
lazada hanya sebagai penghubung anatara konsumen dan vendor pihak 
ketiga. 
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b. Tanggung jawab mutlak (stric liability)36, Dalam lazada belum ada 
peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang tanggung jawab 
mutlak. Tetapi pada kasus barang yang tidak sesuai dengan pesanan, 
demi menjaga kredibilitas, lazada tetap bertanggung jawab mengganti 
barang kepada konsumen. Walaupun pada kasus ini transaksi terjadi 
antara konsumen dan vendor pihak ketiga. 
 
c. Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability)37, Lazada telah 
memiliki peraturan yang berkaitan dengan konsep eksonerasi
38
. Yaitu 
bahwa lazada memiliki keterbatasan atas tanggung jawab dan 
kewajiban dalam penggunaan platform dan informasi yang berasal 
dari platform. Seperti aturan dalam pengembalian produk dan dana, 
yaitu: “apabila pengembalian barang dinyatakan tidak sah, maka biaya 
pengiriman barang konsumen tidak akan diganti. Produk Anda tidak 
dapat dikembalikan setelah 7 hari kalender untuk produk dibawah 
100% Perlindungan Pembeli dan 14 hari kalender untuk produk 
dibawah Jaminan Kepuasan. Setelah melewati masa pengembalian 
barang, apabila produk tersebut dilindungi oleh garansi pabrik, 
silahkan menghubungi pihak pabrik secara langsung untuk proses 
pengembalian yang lebih cepat.” 
 
Pada dasarnya informasi yang disediakan lazada dalam platform 
sudah jelas tetapi ketidaksesuaian terjadi pada kasus barang yang tidak 
sesuai pesanan. Jika hal ini dikaitkan dengan proses pratransaksi maka 
aturan lazada tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam UUPK yaitu, hak 
atas informasi yang benar, jelas dan jujur. 
Berdasarkan substansi pada Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang 
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Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; Tanggung jawab 
ganti kerugian atas pencemaran; Tanggung jawab ganti kerugian atas 
kerugian konsumen. Bentuk tanggung jawab lazada terhadap konsumen 
terangkum dalam syarat dan ketentuan penjualan lazada pada Pasal 6 
tentang Pengembalian / Perbaikan / Penggantian. Pasal tersebut berisi 
petunjuk tentang pengembalian jika konsumen menerima produk yang 
tidak sesuai dengan kontrak pelanggan, seperti tidak sesuai; rusak; atau 
salah dan memenuhi persyaratan pengembalian. 
 
Pada klausula “kegagalan pengiriman produk”40, bahwa jika 
dilihat penjual secara sepihak dapat memutuskan untuk mengakhiri atau 
membatalkan kontrak atau pesanan pelanggan. Walaupun penjual memiliki 
hak untuk melakukan pengiriman ulang atau tindakan perbaikan lainnya. 
Yang kemudian jika konsumen telah melakukan pembayaran atas produk 
maka lazada akan mengembalikan pembayaran (refund). Dalam klausula 
tersebut tidak disebutkan penjual ataupun kurir harus bertanggung jawab 
terlebih dahulu jika terjadi hal demikian terhadap produk yang dipesan 
konsumen. Kemudian dalam implementasinya pengembalian dana (refund) 
belum tentu sesuai dengan jadwal yang telah diatur, dalam beberapa kasus 
konsumen harus menghubungi lazada dari berbagai jalur secara intens 
dalam satu pekan untuk mendapat pengembalian dana. 
Jika terjadi kerugian terhadap konsumen, seperti keterlambatan 
pengiriman barang maka lazada menawarkan voucher sebagai kompensasi 
ganti rugi, sebagaimana dalam klausula lazada, 
“jika ada keterlambatan dalam pengiriman produk, penjual dan/atau 
lazada dapat saja dengan kebijakannya sendiri menawarkan voucher 
kepada Pelanggan. dengan diterimanya voucher tersebut oleh pelanggan, 
                                                 
40
 Tim Lazada, “Syarat dan Ketentuan Penjualan” dikutip dari 




maka dengan penerimaan tersebut tanda pelanggan setuju untuk tidak 
memberikan tuntutan lebih lanjut terhadap penjual dan lazada.”41 
 
Klausula baku ini diatur secara sepihak oleh lazada tentang 
pemberin voucher sebagai kompensasi ganti rugi atas keterlambatan 
pengiriman barang. Perlu dilihat jika alasan keterlambatan pengiriman 
adalah alasan yang dapat dibenarkan seperti force majeur (keadaan 
memaksa) maka pemberian voucher tersebut telah sesuai dengan prinsip 
tanggung jawab pelaku usaha. Tetapi dalam salah satu kasus, lazada 
mensyaratkan pengembalian dana dengan voucher. Berdasar alasan 
tertentu lazada mengganti dengan voucher senilai dana yang harusnya 
dikembalikan kepada konsumen. Voucher tersebut hanya dapat 
dibelanjakan di lazada dengan membeli produk lazada yang lain senilai 
voucher tersebut. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa secara tidak 
langsung dengan berlindung pada kontrak baku, telah memaksa konsumen 
untuk menerima voucher yang hanya dapat digunakan di lazada. 
Sedangkan jika dana berupa uang yang dikembalikan maka dapat untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen yang lain. 
Jika terjadi kerugian atau pencemaran terhadap konsumen yang 
mengakibatkan sengketa, perselisihan atau gugatan yang timbul dari atau 
berhubungan dengan kontrak ini, atau pelanggaran, penghentian atau cacat 
maka dapat diselesaikan melalui jalan arbitrase sesuai ketentuan Badan 
arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Tempat arbitrase berada di Jakarta. 
Dalam hal ini jika terjadi sengketa, perselisihan atau gugatan dari pihak 
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konsumen yang bertempat tinggal jauh dari Jakarta dan nilai barang atau 
hal yang menjadi sengketa, perselisihan dan gugatan lebih rendah dari 
biaya yang harus dikeluarkan untuk proses arbitrase di Jakarta. Sehingga 
konsumen dalam hal ini lebih memilih pasif atau merelakan barang atau 
hal yang disengketakan. Dan dalam hal penyelesaian sengketa konsumen 
masih berada pada posisi yang lemah. Tetapi pada sebagian kasus 
persengketaan, terdapat konsumen yang mengangkat kasusnya di forum 
dunia maya atau media sosial sehingga menjadi perhatian lazada dan 
konsumen lainnya. Dengan melihat cara penyelesaian lazada pada contoh  
dua kasus barang yang diterima tidak sesuai pesanan maka dapat dikatakan 
bahwa lazada lebih mengedepankan perdamaian jika terjadi masalah 
dengan konsumen. 
Lazada telah menetapkan klausula baku atau standar kontrak 
dalam platform-nya yang bertujuan memberi informasi tentang semua hal 
yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan di lazada kepada konsumen. 
Peraturan lazada tersebut terbagi menjadi dua hal yaitu, 
syarat dan ketentuan “penggunaan”; dan syarat dan ketentuan 
“penjualan”. Dari kedua peraturan lazada tersebut “akan diatur dan 
ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia dan konsumen dengan ini 
tunduk pada yurisdiksi eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”. Di 
karenakan dalam dua syarat dan ketentuan tersebut menyebutkan dua 
alamat yang berbeda untuk setiap syarat dan ketentuan dengan nama 
perusahaan yang sama, yaitu PT. Ecart Webportal Indonesia (lazada) dan 
dalam satu wilayah yang sama yaitu Jakarta Selatan. Jika terjadi 
persengketaan yang mengakibatkan gugatan yang dalam hal ini lazada 
sebagai pelaku usaha menjadi tergugat, maka telah diketahui tempat 





2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) 
Sebagai pelaku transaksi elektronik, lazada tunduk kepada tata 
aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu aturan tersebut adalah 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut UUITE. 
Terdapat aturan dalam pasal 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, yaitu42: “Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik 
wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi 
berlangsung”. Aturan ini juga semakna dengan aturan yang terkandung 
dalam syarat dan ketentuan penggunaan lazada, yaitu “dengan ini 
konsumen setuju: Untuk selalu mengakses dan/atau menggunakan layanan 
hanya untuk tujuan yang tidak melanggar hukum, dan dengan cara yang 
sah dan selanjutnya setuju untuk melakukan kegiatan yang berkaitan 
dengan layanan dengan itikad baik.”43 Selanjutnya ketentuan transaksi 
elektronik diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, yaitu “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam 
Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”44  
Lazada juga telah membuat aturan yang semakna, yaitu tentang 
aturan “mengikat dan konklusif, konsumen mengakui dan menyetujui 
bahwa setiap catatan (termasuk catatan dari setiap percakapan telepon 
terkait dengan layanan, jika ada) dikelola oleh lazada atau penyedia 
layanan lazada yang berhubungan dengan atau yang berhubungan dengan 
platform dan layanan bersifat mengikat dan konklusif pada konsumen 
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untuk semua tujuan apapun dan menjadi bukti dari setiap informasi 
dan/atau data yang dikirimkan antara lazada dan konsumen. Konsumen 
setuju bahwa semua catatan tersebut diterima sebagai bukti dan bahwa 
konsumen tidak akan menantang atau membantah diterimanya, keandalan, 
akurasi atau keaslian catatan tersebut dengan alasan karena catatan 
tersebut dalam bentuk elektronik atau output dari sistem computer.”45  
Selanjutnya pada Pasal 18 ayat 2 sampai 5 mengatur tentang 
pilihan hukum dan pilihan forum, 
“di mana jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dan 
forum maka akan didasarkan pada Hukum Perdata Internasional. 
Sedangkan dalam peraturannya lazada telah melakukan pilihan hukum, 
yaitu tunduk pada yurisdiksi eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan.”46 Dan juga lazada telah melakukan pilihan forum dengan 
memilih aturan Arbitrase Dewan Nasional Indonesia arbitrase (Badan 
arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 
 
3. Undang-Undang Perdagangan 
Data dan/atau informasi serta peraturan baku lazada pada 
dasarnya telah sesuai dengan kriteria Pasal 65 ayat 1. Data dan/atau 
informasi serta peraturan baku lazada telah sesuai dengan kriteria Pasal 65 
ayat 4, yaitu Data dan/atau informasi tersebut paling sedikit memuat:
47
 
a. Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku 
Usaha Distribusi; 
b. Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan; 
c. Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan; 
d. Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan 
e. Cara penyerahan Barang. 
f. Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui 
sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa 
dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui 
mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. 
Sedangkan jika pelaksanaan aturan lazada dikaitkan dengan 
kriteria Pasal 65 ayat 2 dan 3 maka pelaksanaan lazada tersebut tidak 
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sesuai dengan peraturannya. Hal ini dapat dilihat dari pada teknis upaya 
perlindungan dan pertanggung jawaban konsumen yang mengalami 
masalah pada pengiriman, pembatalan, pengembalian produk atau dana 
dan dalam melayani keluhan pelanggan.  
Data dan/atau informasi serta peraturan baku lazada jika terbukti tidak 
sesuai, benar dan lengkap maka dapat mengakibatkan sanksi administratif 
berupa pencabutan izin. Seperti peraturan pada Pasal 65 ayat 5, “bahwa 
pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa 
menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau 
informasi secara lengkap dan benar sesuai yang dimaksud pada ayat (1) 










KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 
penulis  menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Upaya perlindungan konsumen oleh lazada terdapat dalam peraturan 
kontrak baku beserta syarat dan ketentuan (Terms of Use) penggunaan 
maupun penjualan lazada. Upaya perlindungan konsumen tersebut 
berfokus kepada dua hal, yaitu pengembalian produk (return) dan 
pengembalian dana (refund). Selain itu terdapat pemberian voucher oleh 
lazada sebagai bentuk ganti rugi jika terjadi kesalahan terhadap konsumen. 
Lazada membatasi tanggung jawab dalam kontrak bakunya yang hanya 
berkisar pada akses pengguna terhadap informasi dari platform lazada. 
Tanggung jawab lazada sebagai pelaku usaha terangkum pada pasal 6 
syarat dan ketentuan penjualan lazada tentang “pengembalian, perbaikan 
dan penggantian produk”. Syarat & ketentuan penggunaan dan penjualan 
lazada tersebut akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum 
Indonesia. Sebagai bentuk kepastian hukum konsumen akan tunduk pada 
yurisdiksi eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 
2. Perlindungan konsumen lazada menurut tinjauan hukum ekonomi Islam 
telah sesuai, seperti terdapat konsep khiyar. Terkandung di dalamnya 
konsep khiyar syarat, khiyar rukyat dan khiyar „aib (cacat), yaitu dalam 




Penyelesaian sengketa yang diatur dalam kontrak baku, lazada telah sesuai 
dengan konsep tahkim (arbitrase) yaitu dengan memilih forum (choice of 
forum) sesuai dengan aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 
Perlindungan konsumen lazada menurut tinjauan hukum positif sebagian 
telah sesuai aturan hukum positif, seperti memberikan kejelasan informasi 
bagi konsumen dalam platform lazada. Terdapat sebagian aturan lain yang 
masih belum sesuai, seperti implementasi pengembalian dana (refund) dan 
produk (return) yang belum sesuai; penyelesaian sengketa yang 
memberatkan konsumen; voucher lazada sebagai ganti rugi yang belum 
tentu sesuai dengan kehendak konsumen; terjadi pembatalan sepihak oleh 
pihak penjual, pembatasan tanggung jawab lazada terhadap kerugian 
konsumen. 
B. Saran 
1. Lazada dapat mengevaluasi peraturan baku dan implementasinya, 
sehingga pelaksanaan transaksi di lazada dapat berjalan dengan lebih baik. 
2. Konsumen atau pengguna diharapkan agar membaca seluruh aturan 
beserta syarat dan ketentuan, juga lebih berhati-hati dalam menggunakan 
platform e-commerce khusunya lazada.co.id. 
3. Perlunya dibuat suatu forum online yang dapat menampung informasi dan 
pengaduan pelanggan secara transparan. 
4. Lazada diharapkan dapat lebih cepat memproses dan memprioritaskan 
konsumen jika terjadi kesalahan pengiriman atau terpenuhinya syarat 
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